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ABSTRAK

Anak adalah tunas dan generasi muda penerus tatgerjuangan bangsa,
mereka menyimpan potensi sekaligus memiliki peteateis dan mempunyai ciri
dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksigb@angsa dan negara di masa
depan. Maraknya kejahatan yang dilakukan oleh anak di med@, menurut
Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasek Ditjen Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), anak-awmyakg berada di
lingkungan rutan dan lapas jumlahnya 3.812 or&@®gdangkan Indonesia hanya
memiliki 16 lapas anak, artinya di setiap kabupéista belum tentu memiliki lapas
anak.

Indonesia telah memiliki regulasi dalam melindynmgensejahterakan dan
memenuhi hak-hak anak diantaranya Undang-undangoNd Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahur¥ 188tang Pengadilan
Anak yang diganti dengan Undang-Undang Nomondiun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 28uia2002 tentang
Perlindungan Anak diubah dengan Undang-Undang M&adahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak. Namun tampaknya belum membaeraibahan yang
signifikan bagi nasib dari anak-anak yang berk&rdigngan hukum.

Dalam tesis ini menggunakan metode pendekatadigurormatif dilakukan
dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yargjféteformil seperti undang-
undang, peraturan-peraturan serta literatur yangsib&onsep teoritis yang
berhubungan dengan permasalahan yang akan dibalaas penelitian ini.

Dari tesis ini penulis menyimpulkan bahwasanyatesn pemidanaan anak
yang berlaku di Indonesia belum memberikan perlngdun terhadap anak sebagai
pelaku. Hal ini bisa kita lihat dari jumlah anakngamendekam didalam Lembaga
Penjara hal ini tidak sesuai apa yang diamanatiatalam UU nomor 11 tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berdasaksas perampasan
kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhipehghindaran balasan,
jumlah Penjara Anak yang tidak sesuai sehingga gaad dipenjara ditempatkan di
Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa juga tida&i sk=ugan pasal 3 huruf b
UU nomor 11 tahun 2012 bahwasanya anak yang ditdisahkan dari orang
dewasa dan memperoleh pendidikan selama anakjalipeDidalam UU nomor 11
tahun 2012 pasal 81 anak yang dijatuhi pidana perggempatkan di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sedangkan dalam TlginB Of Rules
menentukan bahwasanya pemidaan terhadap anakrhalihsit kepentingan tebaik
bagi anak. Dan berdasarkan Putusan Hakim PengaNiémgeri Padang Nomor.
20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg sistem pemidanaan aniakindionesia belum
memenuhi keadilan substantif karena pidana penjigganakan sebagai upaya
terakhir dan dari persidangan itulah hakim hendakmgnggali sedalam-dalamnya
agar ditemukan nilai keadilan substantif di masyaraSehingga dalam memutus
suatu perkara selain berdasarkan keadilan prodedywma melihat keadilan
substantif dam melihat kepentingan terbaik bagikarkarena keadilan bukan
semata-mata persoalan yuridis saja tetapi faktdofdain yang melatarbelakangi
anak melakukan tindak pidana baik secara pendidd@sial, ekonomi dan keluarga.

Kata Kunci: Sistem Pemidanaan Anak, Perlindungaaddan Substantif
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ABSTRACT
Children are the buds and young generation whoiruositthe ideals of national
struggle, they have potential and also have aegfi@trole, characteristics and
special properties that ensure the continued tisesce of nation’s future. The rise
of crimes that committed by children in Indonesiacording to Director of Child
Poverty Guidance Society and the Directorate GéonéKaorrections of the Ministry
of Justice and Human Rights (Kemenkumham), thexe8@812 children who are in
prison environment. Whereas Indonesia only hashll@ prisons, it means that in
each district/city does not necessarily have algtiisons.
Indonesia already has regulations in protectingspering and fulfilling children's
rights including Law No. 4 of 1979 on Child Welfareaw No. 3 of 1997 on
Juvenile Justice that was replaced by Law No. 12042 on the Child Criminal
Justice System and Law No. 23 of 2002 on Proteafo@hildren amended by Act
No. 35 of 2014 on Children Protection. But appdyedp not bring significant
changes to the fate of children in conflict witle tlaw.

This thesis use normative juridical approach ttgatmade by reviewing
various laws formal review such as laws, regulaiand the literature that contains
with theoretical concepts related to the issudsetaddressed in this study.

From this thesis, the author concludes that atrichinal system prevailing
in Indonesia has not provided protection to childes perpetrators. It can be seen
from the number of children being prisoned in thetitute of prison. It does not
match with what is mandated in Law No. 11 of 20h2ttee Child Criminal Justice
System based on the principle of deprivation cériiyp and criminal prosecution as a
last resort and avoidance response, the numbetisainpChildren who do not fit so
that children who are placed in the Penitentiaryprisoned adults is also
incompatible with Article 3 letter b of Law No. Tof 2012 that detained children be
separated from adults and education for childreprison. In Law No. 11 of 2012
section 81 children were sentenced to prison awrepl in Special Child
Development Institute (LPKA), whereas in the Bagjiof Rules specify that
sentecing against children should see what is ¢iséfor the children. And based on
the Padang District Court Judge Decision NumbeRi@@ Sus Children / 2015 /
PN.Pdg Indonesian children in the criminal systeas Imot met the substantive
justice because imprisonment is used as a lasttrasd from the court itself the
judge should dig as deep as possible in ordentbthe value of substantive justice
in society. So that in deciding a case beside basedrocedural justice also see
substantive justice and see the best interesteeothildren, because justice is not
merely about jurisdiction only but also about otliactors underlying children
committed to do a crime both educational, socednemic and family.

Keywords: Child Sentecing System, Protection,ides$ubstantive
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang

Anak adalah tunas dan generasi muda penerus ttgarjuangan bangsa,
mereka menyimpan potensi sekaligus memiliki peramategyis dan
mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kgdangan eksistensi
bangsa dan negara di masa depan. Karena secrddisimental anak-anak
belum matang dan dewasa maka mereka membutuhkéindpagan serta
perawatan khusus termasuk perlindungan hukum kebklsm dan sesudah
mereka dilahirkan.

Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasag ya
dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti ol&angsa lain yang
akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan berskm menjadi pedoman
bersama bagi bangsa-bangsa diseluruh dunia. Metuisina ‘globalisasi
adalah sebagai suatu proses, globalisasi berlaggsweialui dua dimensi
dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruasag waktu. Ruang yang
makin dipersempit dan waktu yang semakin dipershglalam interaksi dan
komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsdn semua bidang
kehidupan, seperti bidang ideologi, politik, ekomonsosial budaya,
pertahanan keamanan dan lain- lain serta teknotéwimasi dan komunikasi

menjadi faktor pendukung paling utama dalam prgs@salisasi.

L www.internetpublijurnal.com diakses pada tanggal 10 juni 2012 jam 20.00


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepatinggh segala
informasi dalam berbagai bentuk kepentingan dagraebar luas ke seluruh
dunia. Akan tetapi disisi lain, globalisasi tidakpat membatasi, membendung
atau bahkan melarang adanya dampak transformasi suf@rmasi yang
bersifat global. Dampak dari globalisasi dapat pardampak positif maupun
negatif. Adapun salah satu dampak negatif denganyadglobalisasi adalah
banyaknya kejahatan yang berlatar belakang peryat@an informasi
teknologi yang dilakukan oleh anak yang mengakdmatlanak tersebut
diproses secara hukum, kemudian diputus bersalaldigenjara.

Sejak tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi KosvePerserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak melalyputigsan Presiden
(Kepres) No.36 Tahun 1990. Peratifikasian ini mdyutkan kewajiban bagi
bangsa Indonesia untuk menjamin terlaksananya akkd4mak. Dalam
Ketentuan Undang-Undang dasar (UUD) 1945 Pasal gBDdisebutkan
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,nderigan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapkinm. Semua orang
sama di depan hukum dan berhak atas perlindungamhyang sama tanpa
diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yaargasterhadap setiap
bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan dekilani, dan terhadap
segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi caemani”.Serta
penegasan hak dasar dan perlakuan hukum yangedthildap setiap manusia,
yang terdapat dalam Pasal Uriversal Declaration Of Human Riglitgang

menjadi pedoman umunUfiversality) di setiap negara. Hukum merupakan
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pencerminan dari jiwa dan pikiran rakyat, negardofresia adalah Negara
yang berlandaskan huku(Rechtstaats)Salah satu unsur yang dimiliki oleh
negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasasimgundamental
rights), akan tetapi dalam situasi dan kondisi Negara kiari ini, justru
keadilan justice of lawy menjadi semakin jauh dari masyarakat, terutama
masyarakat miskin. Masyarakat miskin belum memadises secara maksimal
terhadap keadilan. Padahal, di dalam Undang-Undaasgar (UUD)1945
Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap dvarigak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yanpsadia perlakuan yang
sama dihadapan hukum” adalah merupakan perintahstitesi untuk
menjamin setiap warga Negara, termasuk orang yaladx tmampu, untuk
mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hedkanatas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yanpsadia perlakuan yang
sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan Baikamaan posisi dan
kedudukan seseorang di depan hukuhe (equality of lay sangat penting
dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta raadiltie masyarakat.
Jaminan atas pelaksanaan hak-hak anak tersebufpetekrintah Indonesia
telah diwujudkan dengan disahkannya sejumlah pemtuperundang-
undangan beberapa diantaranya adalah Undang-Uiiangr 3 tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak yang diganti dengan Undamang Nomor 11
tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Uiatiang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ydiudpah dengan

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlgatunak.
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Untuk mewujudkan persamaan dalam perlindungan hulegtiap orang
harus memiliki kesempatan yang sama termasuk ketédalui proses hukum
yang dijalankan oleh penegak hukum, khususnya peli&kkuasaan
kehakiman. Oleh karena itu, salah satu tugas utambaga- lembaga yang
berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman adakmperluas dan
mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh ld&ea@iccess to
justice sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum dak om@mperoleh
perlindungan hukum. Oleh karena itu, salah satuspri penyelenggaraan
peradilan adalah murah, cepat, dan sederhana.

Secara normatif hak-hak anak telah mendapatkanagaag dan jaminan
secara hukum dari Pemerintah namun dalam pelaksayearaktik-praktik
pelanggaran terhadap hak-hak anak masih banya&ditePraktik-praktik
kekerasan terhadap anahi{d abuseand neglect) baik yang terjadi di ranah
publik yang dilakukan oleh institusi pendidikanelolaparat penegak hukum
(violence against children in conflict with Iawdan kekerasan di ranah
privat/kekerasan dalam rumah tangdaniestic violengekerap kali dialami
oleh sejumlah dan sekelompok anak di Indonesia.itBgmla kebijakan-
kebijakan yang diambil pemerintah baik dilevel nasi maupun daerah juga
belum menyiratkan kebijakan yang peka terhadagsisyperlindungan dan
pelaksanaan hak-hak anak.

Perlindungan terhadap hak-hak anak tidak cukupkdikan melalui

pengesahan sejumlah aturan hukum semata, namun gipdrhatikan dari
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tataran implementasi yang harus dilaksanakan padeps lini intitusi
pengambil dan perumus kebijakan, aparatur hukuta ssasyarakat.

Tanggung Jawab orang tua, keluarga, masyarakagrpgah dan negara
merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakanmasésais-menerus demi
terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatasetart harus berkelanjutan
dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkeyabaamak, baik fisik,
mental, spiritual maupun sosial dengan memperhatgansip-prinsip non
diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anadn(discriminacy and the best
interest of the child).

Dari data Kemenkumham tahun 2012, 6.505 anakltersé 16 Lapas di
Indonesia diajukan ke pengadilan dan 4.622 anaktali@nya saat ini
mendekam di dalam penjara. Jumlah anak yang téesamgasalah hukum
dan berakhir di balik jeruji besi, berdasarkan d€wmenkumham hanya
sebagian saja, angka sebenarnya mungkin jauh bhelsiér. "Karena angka ini
hanya bersumber dari laporan 29 Bapas, sementémdafiesia ada 62 Bapas.
Hal ini tidak sesuai dengan jumlah Lapas anak yatagdindonesia. Indonesia
hanya memiliki 16 Lapas Anak yang mana hal ini Kiggbanding dengan
jumlah anak yang mendekam dipenjara. Seperti hadhyébupaten Jember
tidak ada lapas anak namun anak yang dipenjart#pkign di lapas dewasa.
Hal ini tidak baik dan sangat beresiko bagi pertuh@m anak baik dari segi

fisik maupun psikisnyé.

2 www.kompas.com diakses tanggal 10 juni 2012 pada jam 20.30
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Menurut Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Petagan Anak
Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM
(Kemenkumham),anak-anak yang berada di lingkungatanr dan lapas
jumlahnya 3.812 orang. Anak-anak yang dilakukaredivada 5.229 orang.
Total ada sekira 10 ribu anak (berhadapan dengkuony termasuk mereka
yang sedang asimilasi, pembebasan bersyarat, tigalang bebas.

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 7di95 tentang
Permasyarakatan menyatakan bahwa anak pidana dileampdi LAPAS
Anak. Sedangkan Pasal 60 ayat (1) Undang-UndangoN@&irahun 1997
tentang Pengadilan Anak menegaskan, bahwa Analk Bidimasyarakatan
ditempatkan di Lembaga Permasyarakat Anak yangsharpisah dari orang
dewasa dan pada Undang-Undang nomor 11 tahun 28iang Sistem
Peradilan Pidana Anak pasal 33 angka 4 menentukak gang ditahan
ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Semé¢hR#&) sdan pada
huruf 5 menetukan dalam hal tidak terdapat LPA&apanan dapat dilakukan
di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosi&S).FHal ini untuk
kepentingan anak, supaya tidak terpengaruh jikaanapur, sehingga
perkembangan anak tidak menjadi gelap bagi masandgp. Tindakan
menempatkan anak di Lembaga Permasyarakatan deeesaea psikologis
dapat mempengaruhi kejiwaan anak serta berdampak bagi pertumbuhan
dan moral anak. Terjadinya singgungan antara aaakdéwasa dalam pola

pikir dan perilaku, eksploitasi ekonomi dari oradgwasa dan anak-anak,

3 www.okezone.com di akses pada tanggal 5 agustus 2015 pada jam 10.30
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serta eksploitasi seksual akan merusak kepribadraak, jadi alasan kapasitas
Lembaga Pemasyarakatan yang tidak mencukupi sehmggyatukan anak-
anak dengan orang dewasa di Lembaga Pemasyaradiadan berdampak
negatif. Namun sebagaimana kita ketahui bersamdafurhapas Anak di
Indonesia hanya memiliki 16 Lapas Anak dan untulkK&Pmaupun LPAS
baru beberapa propinsi yang meresmikan dengardiatsetiap daerah belum
memiliki Lapas Anak maupun LPKS/LPAS.

Melihat data anak yang mendekam didalam penjararbdak hukuman
yang memberikan efek jera terhadap anak. Adapumanujpidana pada
hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapaiatyjumaka konsep
pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidana®alam
mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertdik keseimbangan dua
sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” 8arorientasi pada faktor
“orang” (pelaku tindak pidand).

Bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok itakamsyarat
pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokmimikiran
keseimbangan monodualistis antara kepentingan mastadan kepentingan
individu; antara faktor objektif dan faktor subjékOleh karena itu, syarat
pemidanaan juga bertolak dari dua pilar yang sahgatamental di dalam
hukum pidana, vyaitu “asas legalitas” (yang merupakdasas
kemasyarakatan”) dan “asas kesalahan/asas cutpabilyang merupakan

“asas kemanusiaan”). Dengan perkataan lain, polakilpran mengenai

4 Bunga rampai Kebijakan Hukum pidana, Barda Nawawi Arief,Jakarta, 2014, hlm.89
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pemidanaan berhubungan erat dengan pokok pemikiangenai tindak
pidana dan pertanggungjawaban pidana seperti détamukakan diatas.

Tujuan pemidaan yang pertama yakni perlindunganyamakat adalah

perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseigama nilai yang

terganggu di dalam masyarakat. Untuk memenuhi aspek konsep

menyediakan jenis sanksi berupa “pembayaran gagii dan “pemenuhan
kewajiban adat”. Kedua jenis sanksi ini dimasuklssibagai jenis pidana
tambahan, karena dalam kenyataan sering terundia@pya penyelesaian
masalah secara yuridis formal dengan menjatuhkaksspidana pokok saja
kepada terdakwa belum dirasakan oleh warga masasdbagai suatu
penyelesaian masalah secara tuhtas.

Sedangkan ketentuan dalétandart Minimum Juvenile Ustiche Beijing

Rule menegaskan beberapa prinsip sebagai pedoman dalemgambil
keputusan. Berdasarkan rule 17.1, prinsip-prinsi@agai berikut:

a. Bentuk-bentuk reaksi/sanksi yang bdiambil selamaniarus
diseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan dan
keseriusan/berat ringannya tindak pidanae( Sicumestances And The
Gravity Of The Offenge tetapi juga pada keadaan-keadaan dan
kebutuhan-kebutuhan si andakhg Sicumestances And Of The Juyenil

serta dalam kebutuhan-kebutuhan masyaralkabheeds of the society

5 Ibid,,hlm.89.
6 Barda Nawawi Arief,Kebijakan Hukum pidana,Op.Cit, hlm.91
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b. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan priballi remya

dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati daetaki seminimal

mungkin;

. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakanalkeanak

melakukan tindak kekerasan serius terhadap oraimga@u terus
menerus melakukan tindak pidana serius dan ketidak ada bentuk

sanksi lain yang lebih tepat;

. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedomanamdal

mempertimbangkan kasus arfak.

Ketentuan mengenai tujuan pemidanaan diatur dalasalP54 konsep

KUHP Tahun 2014 yang antara lain menyatakan:

(1) Pemidanaan bertujuan:
a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menagakkrma hukum

b.

C.

demi pengayoman masyarakat;

memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembisahingga
menjadi orang yang baik dan berguna; Perubahanpasiayesuaian tersebut
tidak boleh lebih berat dari putusan semula damshaengan persetujuan
terpidana.

menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindpikdana, memulihkan
keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalayanadest; dan

d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk mendentalan merendahkan
martabat manusia.

Aspek lain dari “individualisasi pidana” ialah perladanya

keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentulsanksi apa

(pidana/tindakan) yang sekiranya tepat untuk imflifpelaku tindak pidana yang

7 Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, Nandang Sambas, Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2010,hlm.26.
8 Barda Nawawi Arief, Opcit.,hlm.92.
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bersangkutan. Jadi diperlukan adanya “fleksibilatsu elastisitas pemidanaan”,
walaupun tetap dalam batas-batas kebebasan mematang-undang.

Dengan melihat tujuan pemidanaan yang seharusdgi telihat pada
perlindungan masyarakat saja namun juga harus ibetasi pada faktor
“orang” (pelaku tindak pidana) juga.Untuk kasuskasayogyanya melihat
orang (pelaku tindak pidana ) dalam hal ini anethagai pelaku. Oleh sebab
itu untuk anak yang berhadapan dengan hukum apatslah dinyatakan
bersalah berdasarkan putusan hakim dan diputusadgrdana penjara maka
perlu adanya perlindungan terhadap anak sebagakipekarena penjara
bukanlah tempat yang tepat untuk tumbuh kembandgk aten untuk
keberadaan LAPAS anak di setiap daerah belum niemili

1.2Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar bejakamaka ada 2
permasalahan yang akan menjadi topik penelitianlgen
1. Apakah Sistem Pemidanaan Anak dalam UU 11 tahun2 2@lah
memberikan perlindungan bagi anak sebagai pelaku?
2. Apakah Sistem Pemidanaan anak di Indonesia telaheméhi keadilan
substantif?
1.3Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

9 Barda Nawawi Arief,Kebijakan Hukum pidana,Loc.Cit, hlm.94

10


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai maka ipanulkesis ini
mencakup 2 (dua)tujuan, yakni tujuan umum danatujkhusus, adapun tujuan
umum yang ingin dicapai adalah:

1. Memenuhi serta melengkapi sebagai salah satu pgkeisyaratan
akademis guna mencapai gelar Magister Hukum padagrdmn
Pascasarjana Magister lImu Hukum Fakultas Hukunvéfsitas Jember

2. Mengimplementasikan ilmu yang telah diterima selaperkuliahan
mengenai Sistem Peradilan pidana khususnya mengsisiém
pemidanaan pelaku anak

3. Sebagai pengembangan bidang ilmu khususnya yakgjttdengan pelaku
tindak pidana anak.

1.3.2 Tujuan khusus
1. Untuk mengetahui Bagaimana sistem pemidanaan ankkiahesia saat
ini
2. Untuk memberikan kontribusi tentang sistem pemada anak di
Indonesia
1.4  Manfaat Penelitian
1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangamigiran dalam
pengembangan ilmu hukum serta ilmu lain yang tertangan penelitian ini .
Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapatnghasilkan temuan-temuan
hukum mengenai system pemidanaan terhadap pelakuwaimdonesia.

1.4.2 Secara Praktis

11
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Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukapada Aparat
penegak Hukum sebagai satu kesatuan system daleadilpe Pidana

khususnya dalam tindak pidana yang dilakukan ohelk ai Indonesia.

1.5Metode Penelitian

151

Adapun metode penulisan yang dipergunakalaladgabagai berikut:
Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisanstesi adalah
penelitian hukum normativéyuridis normative) adalah suatu prosedur
penelian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasdogika keilmuan
hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yanggadalam penelitian
hukum normative dibangun berdasarkan disiplin imdan cara-cara kerja
hukum normative, yaitu ilmu hukum yang objeknya tmakiu sendiri.
Seperti dituliskan oleh sudikno Mertokusumo, obileku hukum adalah
hukum yang terutama terdiri atas kumpulan peratpegaturan hukum
yang tampaknya bercampur aduk merupakan chaos:tigakilang
banyakanya peraturan perundang-undangan yang dikalu setiap
tahunnya. llmu hukum 9normatifO tidak melihat huksebagai sesuatu
yang chaos atamass of rulesetapi melihanya sebagau suatwctured
whole of systertf.

Dalam pendekatan yuridis normatif, penelitian keépkesan difokuskan

untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau nomna& yang ada dalam

hukum positif yang berhubungan dengan substanandalenelitian ini. Metode

10 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang,
2006, hlm.57

12
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pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan caengkaji berbagai aturan

hukum yang bersifat formil seperti undang-undangrajuran-peraturan serta
literatur yang berisi konsep teoritis yang berhigamdengan permasalahan yang
akan dibahas dalam penelitian ini.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam tesis ini yaitu menggan metode yuridis

normatif, artinya penekanan pada ilmu hukum norfmdéngan demikian

pendekatan masalah yang digunakan adalah sebaiiaitié

1. Pendekatan Undang-Undangtatute Aprroach dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang, regulasi dan pupsagadilan
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sed&mgani.

2. Pendekatan Konseptualcopnceptual Approacgh yaitu pendekatan
konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dkiminddoktrin
yang berkembang dalam ilmu hukum . Dengan mempelaja
pandangan-pandangan dan doktrin —doktrin di dalenu ihukum,
peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan geeian-
pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas hy&ngirelevan
dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaram daembangun
suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yaadapi.

3. Pendekatan perbanding&@omparative Approachyaitu pendekatan
yang dilakukan dengan cara studi banding. Dengangguakan

pendekatan ini untuk memperoleh persamaan dan geabeantara

11 Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 93
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UU 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan WUrdhun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
1.5.3 Sumber Bahan Hukum
Dalam penelitian ini akan mengkaji tiga jenis semlyaitu sumber
hukum primer, sumber hukum sekunder dan bahan hutensier'?
Adapun yang dimaksud dengan Bahan-bahan hukumeprmerupakan
bahan hukum yang bersifat autoritatif , yang adimyempunyai otoritas
yang terdiri dari perundang-undangan, catatan#atatesmi atau risalah
dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan.haki

Sedangkan yang dimaksud dengan sumber hukum sekatalah
berupa semua publikasi tentang hukum yang bukanpakan dukumen-
dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi bblku teks,
kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, majalahaiady tentang
hukum, website dan lain-lain yang berhubungan dengermasalahan
yang diteliti.

Sedangkan Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukumgy ya
memberi penjelasan terhadap hukum primer dan sekugdng diperoleh
dari kamus hukum dan ensiklopedia yang terkait dengystem
pemidanaan terhadap anak.

1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum
Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian d

penulisan tesis ini dilakukan dengan mengumpulkamahb-bahan hukum

12 1bid hlm 141

14
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primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non huselanjutnya di

inventarisasi dan diklasifikasikan sesuai dengarsataé yang dibahas.
Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yaaladi kemudian

dipaparkan di sistematisasi, dianalisis untuktdrpretasikan berdasarkan
hukum yang berlak{?

Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dilakukan dalam penelitian tesis nmenggunakan metode
preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akakedibalikan pada norma
hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yangdsarkan pada
logika.  Preskriptif itu menentukan hukumnya dangdimana cara

penyelesaiannya. Preskriptif dengan memberikarggiahuan tentang
apa hukumnya bagi suatu kejadian tertentu kemudiagaimana

mengoperasikan perarturan-peraturan hukum teré&but.

Dalam tesis ini nantinya akan diuraikan bagaimaesaatpran
tentang sistem pemidanaan anak di indonesia dit@k@an dan
memberikan pengetahuan tentang bagaimana sehapsmydanaan anak
dilaksanakan sehingga dapat mewujudkan perlindudga kesejahteran

bagi anak.

13 Op.Cit. Johny Ibrahim, hIm.392
14 Loc.Cit. Johny Ibrahim, hlm.393
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Hukum Pidana

Dalam kajian kebijakan hukum pidana, dalam litaratgdonesia ada yang
menggunakan istilah politik hukum pidana, kebijakaminal. Kebijakan hukum
pidana, Barda Nawawi Ari&f menyatakan istilah kebijakan diambil dari istilah
policy (Inggris) ataupolitiek (Belanda) sehingga istilah kebijakan hukum pidana
dapat pula disebut dengan istilah politik hukumap@ Kebijakan hukum pidana
menurut Barda Nawawi Ari€f dapat pula disebut dengan istilah politik hukum
pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politikum pidana sering dikenal
dengan berbagai istilah antara lgmenal policy criminal law policy atau
strafrechtspolitiek

Jika menguraikan kebijakan (politik) hukum pidamaaka hal itu akan
terkait dengan politik hukurlf. Untuk mengetahui hubungan antara politik
hukum dengan kebijakan (politik) hukum pidana demplementasi kebijakan
(politik) hukum pidana terhadap kewenangan Jaksamat Umum melakukan
peninjauan kembali dalam perkara pidana, perleldridahulu diuraikan apakah
politik hukum itu ? Politik hukum terdiri atas raajan politik dan hukum®

Menurut Sudartt istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu

15 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit,hlm. 24

16 Jpid., hlm.24.

17 M. Arief Amarullah, 2010, Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan
Ekonomi Di Bidang Perbankan, Malang, Bayumedia Publishing, him. 16

18 Jpid.,hlm.16.

19 Sudarto dalam M. Arief Amarullah, Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban
Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan, him.16.
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1. arti yang pertama dan perkatapaolitiek dalam bahasa Belanda, yaitu

sesuatu yang berhubungan dengan negara;

2. membicarakan masalah politik berarti membicarakarasatah

kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara.

Lebih lanjut ditulis oleh Sudarto bahwa makna ldiari politik adalah
kebijakan yang merupakan sinonim dpalicy. Dalam pengertian ini, dijumpai
kata-kata seperti politik ekonomi, politik krimingbolitik hukum, dan politik
hukum pidana. Kemudian bagaimana hubungan politik dukum ? Dalam
konteks ini Mahfud menulis bahwa hukum meruapkaodpk politik. Hukum
dipandang sebagaiependent variablévariabel terpengaruh) dan politik sebagi
independent variable(variabel berpengarufij. Dengan demikian Mahfud
merumuskan politik hukum sebagai:

Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanalaara nasional oleh
pemerintah; mencakup pula pengertian tentang baugem politik
mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfiglalsiiatan yang ada
dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itunbDhakum tidak dapat
hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersiigeratif atau
keharusan-keharusan, melainkan harus dipandangeaebabsistem yang
dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditemtukeh politik, baik
dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maudam deplementasi
dan penegakannya.

Adapun pandangan Solly Lubis dan Sudarto yang nemasing-masing

sebagai berikut:

20 Mahfud dalam M. Arief Amarullah, Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban
Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan,hlm.16.
21 Jpid,hlm.16.
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Menurut Solly Lubié® politik hukum adalah kebijakan politik yang
menentukan peraturan hukum apa yang seharusnykbenengatur berbagai hal
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana daplhat dari politik
hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, ipklhukum adalah :

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yan@g basuai dengan
keadaan dan situasi pada suatu saat.

b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang dmang untuk
menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendalg ggrerkirakan dapat
digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandalgm masyarakat
dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Politik (kebijakan) hukum pidana (dalam tatanan nmikyang merupakan
bagian dari politik hukum (dalam tatanan makro),kana@lalam pembentukan
undang-undang harus mengetahui sistem nilai yamigkoedalam masyarakat
yang berhubungan dengan keadaan itu dengan carayeag diusulkan dan
dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar dlaldersebut dapat
diperhitungkan dan agar dapat dihormafii Menurut Sudarto, bahwa
melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha upedkan peraturan
perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keddassituasi pada suatu
waktu dan untuk mencapai masa-masa yang akan dataBgrdasarkan

pengertian politik hukum di atas, menurut Barda BlaivArief®, “... dilihat

sebagai bagian dari politik hukum, maka politik mkpidana mengandung arti,

22 Solly Lubis dalam M. Arief Amarullah, Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban
Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan, hlm 17

23 Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana,Op. Cit.hlm.26

24 Sudarto dalam M. Arief Amarullah, Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban
Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan,Op. Cit., hlm. 18

25 jbid., hlm. 18.

26 Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana Op. Cit., him. 26-27
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bagaimana mengusahkan atau membuat dan merumuskan gerundang-
undangan pidana yang baik”.

Sedangkan A. Mulder berpendapat bali@tmafrechtspolitiek adalah garis
kebijakan untuk menentukan :

a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yargkibeperlu diubah atau
diperbarui.

b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah tegadindak pidana.

c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan pelaksanaan pidana
harus dilaksanakaf.

Lebih lanjut Andi Hamzah menyatakan politik hukuralain artian yang
luas yang diartikan bahwa: “Dalam pengertian forn@dlitik hukum hanya
mencakup 1 (satu) tahap saja, yaitu menuangkarjakahi pemerintah dalam
bentuk produk hukum atau diseblggislative drafting sedangkan dalam
pengertian materiil, politik hukum mencaklgyislative draftinglegal executing
danlegal review?®

Pendapat lain mengenai definisi kebijakan hukunameddikemukakan oleh
Barda Nawawi Arief dalam definipienal policydari Marc Ancel yang dinyatakan
suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk oregkinkan peraturan hukum
positif dirumuskan secara lebih baik. Dengan deamkiyang dimaksud dengan
peraturan hukum positifthe positive rule dalam definisi Marc Ancel itu jelas
adalah peraturan perundang-undangan hukum pidale&. Karena itu, istilah

penal policymenurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah jddedm atau

politik hukum pidana.

27 Ibid., hlm. 27
28 Andi Hamzah, 1994, Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, PT. Gramedia,
Jakarta, hlm. 24.
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Bertolak dari pengertian demikian, M. Arief Amaalll menyatakan bahwa
kebijakan (politik) hukum pidana pada intinya bagana hukum pidana dapat
dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepathbuat undang-
undang (kebijakan legeslatif), kebijakan aplikagekjjakan yudikatif), dan
pelaksanaan hukum pidana (kebijakan ekseldtifilLebih lanjut beliau
menyatakan, bahwa kebijakan legislatif merupakbhaga/ang sangat menentukan
bagi tahap-tahap berikutnya karena pada saat pemgrdhdangan pidana hendak
dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendaludiengan dibuatnya undang-
undang tersebdf. Begitu pula Mokhammad Najih mengatakan bahwa pada
tahap kebijakan legislatif merupakan suatu tahapgypaling strategis karena
untuk dapat dilaksanakan tahap berikutnya, yaitmigaenaan (mulai dari
penyelidikan sampai dijatuhkan putusan hakim yargnitiki kekuatan hukum
tetap) sampai pelaksanaan putusan pengadilanmislah sudah didasarkan pada
adanya aturan hukum yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan ini, menurut Barda NawawiefAr bahwa
kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana ybaix tidak dapat
dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatanbihLelanjut beliau
menyatakan, bahwa kebijakan penanggulangan kejalti@iagan hukum pidana
pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakaegs@n hukum (khususnya
hukum pidana). Oleh karena itu, politik (kebijakdn)kum pidana merupakan

bagian dari kebijakan penegakan hukum.

29 M. Arief Amarullah, Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi
Di Bidang Perbankan Op. Cit., hlm. 21

30 Ibid.,hlm21.

31 Mokhammad Najih, 2008, Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi, Malang, In-TRANS
Publishing, hlm. 47
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Dengan demikian, ruang lingkup kebijakan hukum padalilihat dalam
artian luas dapat mencakup ruang lingkup kebijatafidang hukum pidana
materiil, di bidang hukum pidana formal dan di mdahukum pelaksanaan
pidana®* Ruang lingkup kebijakan hukum pidana sangat kaasna tidak hanya
menyangkut hukum pidana dalam arti materiil tetpga mengatur tentang
bekerjanya hukum pidana melalui lembaga sub-sigieradilan yang ada serta
pelaksanaan eksekusinya.

2.2 Pengertian Anak
Dilihat dari tingkatan usia, batasan seseorangtagjaikan sebagai anak
dapat dilihat sebagai berikut ini, dimana diberlbaggera di dunia tidak ada
keseragaman tentang batasan umur seseorang dikleaagsebagai anak
dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidanartisépe

1. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukaasbamur anatara 8-

18 tahun, sementara 6 negara bagian lain menenha#tas umur antara 8-

17 tahun, sementara ada pula negara bagian yangnkmentukan batas

umur antara 8-16 tahun;

Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12-16 mahu

Di Australia, kebanyakan negara bagian menentukéashumur antara 8-

16 tahun;

Di Belanda, menentukan batas umur antara 12-1&tahu

Di Srilangka, menentukan batas umur antara 8-lintah

Di Iran, menentukan batas umur antara6-18 tahun;

Di Jepang dan Korea, menentukan batas umur arnta2@ fahun;

Di Taiwan, menentukan batas umur antara 14-18 tahun

Di Kamboja, menentukan batas umur antara 15-1&tahu

0.Di negara-negara asean lain, antara lain: Filigi@atara 7-16 tahun)
Malaysia (antara 7-18 tahun); Singapura (antar8 #&hun)

w N

HOoO~NO O A

Batasan usia juga dapat dilihat pada dokumen-dokunmernasional, seperti:

32 Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana, Op. Cit., hlm. 28
33 Paulus hadisuprapto, Juvenile Deliquency ,, Citra Aditya bakti, Bandung, 1997, hlm.10
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a. Task Force on Javenile Deliqguency Preventionenentukan bahwa
seyogyanya batas usia penentuan seseorang dikktag@ebagai anak
dalam konteks pertanggungjawaban pidananya, dikatapsia terendah
10 tahun dan batas atas antara 16-18 tahun.

b. Resolusi PBB 40/33 tentantyN Standar Minimum Rules for The
Administration of Juvenile Justice (Beijing Rulesgnetapkan batasan
anak yaitu seseorang yang berusia 7-18 tahun.

c. Resolusi PBB 45/133 hanya menentukan batas attehi@, artinya anak

adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun.

Memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh negagara di dunia
terkait perumusan tentang batasan usia katagok dalm kaitan dengan
pertanggungjawaban pidana, menunjukkan bahwa seldaggar mengatur
usia minimum 7-8 tahun, dan apabila dikaitkan dangastrumen
internasional yang mengatur tentang anak dalam arkaitdengan
pertanggungjawaban pidandeijing Rules mengatur hal yang serupa
walaupun sebenarnya beberapa usia yang ditentudagaisbatas minimal
diserahkan kepada negara-negara di dunia yangudikaa dengan kondisi
sosial kemasyarakatan negara yang bersangkutan.

Pembedaan umur membawa implikasi dalam sanksi. Bagk yang
berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua bealds)ntdanya dikenali
tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuardiempatkan pada
organisasi sosial atau diserahkan pada negarayglextaterhadap anak yang

telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) tahonpaal8 (delapan belas)
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tahun dijatuhkan pidana pembedaan perlakuan tdrsedioasarkan atas
pertumbuhan perkembangan fisik, mental dan sos&l.a
Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenaiekda anak, ini
sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-uradangnengatur secara
tersendiri kriteria tentang anak. Yang kemudianjafaiskan dalam uraian
dibawah ini :
1. Undang — Undang pengadilan anak.
Undang — Undang pengadilan anak (Undang — Undang3Nahun
1997) pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalatargga@alam
perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 téétapi belum
mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikati. a@ak
dibatasi dengan umur antara 8 tahun sampai 18 taéBedangkan
syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksutidgt sedang
terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin danuklian cerai.
Apabila si sedang terikat dengan perkawinan atakapénannya
putus karena perceraian, maka si anak dianggaphsdeéwasa;
walaupun umurnya belum genap 18 tahun.
2. Anak Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentaisgem
Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkongikgedn hukum
yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yand teexumur 12
(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (deldedas) tahun yang

diduga melakukan tindak pidana
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2.3 Pengertian Tindak Pidana oleh Anak

Pengertian Istilahdelinquency atau “Kenakalan”. Dalam keseharian
kita sering mendengar percakapan dan perbuatan-aaadk yang suka
berkelahi, bertengkar sesama kawannya, mengelugeddataan yang tidak
pantas; adalah anak nakal. Apabila kita klasifikasisecara keseluruhannya,
maka ini menimbulkan suatu pengertian “kenakalakamak”.

Jika kita persoalkan sekarang ialah tentang pesibuegnakalan, yang
manakah dan yang bagaimanakah yang dirasakan rkarup&enakalan
anak’tersebut, sehingga perlu ditanggulangi sesaraus yang mendalam
oleh setiap Negara. Di kalangan para ahli di Ind@anéidak ada pendapat
yang seragam mengenai istilabuvenile delinquengystilah “delinquency
tidak identik dengan istilah “kenakalan”, dan ail“Juvenilétidak identik
pula dengan istilah “anak-anak”. Jadi istilabuvenile Delinquencylebih
luas artinya daripada istilah anak-arfak.

Di dalamEnsiklopedia Of Criminologyang disusun oleh Fernon C.
Barnhan dan Samuels B. Kurtash tidak terdapat pesda daripada
delinquency dan hanya menegaskan bahwa, uraian istilah matsemata
“legal science concéptjadi “not sosial science concegtdangkan Maud A.
Merril merumuskan sebagai berikutA:“child is classified as a delinquent
when his anti social tendencies appear to be sweayithat he becomes or
ought to become the subject of official actiofseorang anak digolongkan

anak delinkwenapabila tampak adanya kecenderungan-kecenderuagan

34 Romli Atmasasmit,Problema kenakalan anak, Armico, Bandung, 1985, him.16
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sosial yang demikian memuncaknya sehingga yang dpenierpaksa atau
hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalammahahannya atau
mengasingkannyay.

Fuad Hassan, dalam hal ini mengemukakan pendapatrtgaa lain
sebagai berikut®

“Bahwa walaupun keseragaman definisi sukar dicapamun kiranya
lebih dapat dipertahankan perumusan-perumusan lyarkgsar di sekitar
tema dalam artinya yang terbatas inibagai berikut :
“delinquency  adalah perbuatan anti sosial yangakdkan oleh
anak/remaja yang bilamana dilakukan oleh orang dewlikualifikasikan
sebagai tindakan kejahatan.”

Thung Tjip Nio, S.H, Hakim khusus pada Pengadilaagéfi

Istimewa di Jakarta untuk perkara anak-anak mekaata’

“ Apakah artinya “a juvenile delinquefit Kita tak mempunyai suatu
definisi yang tetap. Definisi ini tergantung darudst mana Kkita
memandang problema ini. Seorang sosiolog akan nrétahedefinisi

yang berlainan dengan seorang sarjana hukum. Jug@ang-undang di
berbagai Negara mempunyai ketentuan yang berlainpakah yang
disebut suatu “Juvenile delinquent”. . . . a julenielinquent adalah
seorang anak, yang melakukan suatu kejahtan (nalheftender)”.

R. Kusumanto Setyonegoro, berpendapat :

“Delinquency adalah tingkah laku individu yang bertentangangden
syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap aela&geptabel yang
baik, oleh sesuatu lingkungan masyarakat atau rhugkang berlaku di
suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. lidgatividu itu masih
anan-anak maka sering tingkah laku serupa itu disdlengan istilah
tingkah laku yang sukar atau nakékeljavior probler jika ia berusia
adolescent atau pre-adolescent maka tingkah lakuséring disebut
delinquent delinquent behavigr dan jika ia dewasa, maka tingkah laku ia
seringkali disebut psikopatikpgychopathic behaviprdan jika terang-
terangan melawan hukum disebut krimiralrinal behavio}.”

35 Ibid., hlm.17.
36 [bid., hlm.22.
37 Ibid., hlm.22.
38 [bid, hlm.23.
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Team Proyek Juvenile Delinquenc¢yFakultas Hukum Universitas
Padjadjaran merumuskan sebagai berikut :

“delinquencyadalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakokeh
seorang anak yang dianggap bertentangan dengantuateketentuan
hukum yang berlaku di suatu Negara dan yang oledyanakat itu sendiri
dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tgmoegla.”

Jadi yang menjadi unsur-ungiglinquencytu adalah :

1. Adanya suatu tindakan/perbuatan

2. Tindakan/perbuatan itu bertentangan dengan ketemuleum

3. Dan dirasakan serta ditafsirkan masyarakat sebagdiuatan yang
tercela.

Ad 1. Adanya suatu tindakan/perbuataffang dimaksud dengan
tindakan/perbuatan di sini ialah tindakan/perbuasaseorang yang di
dalam istilah asingnya adalah ‘gedraging” (gedrggim adalah lebih luas
pengertiannya daripada istilah “handeling”. Olehrek@ mencakup
pengertian kelakukan yang pasif dan kejadian-kejagiang ditimbulkan
olehnya. Jadi dengan singkat dikatakamperbuatan adalah kelakuan
ditambah akibat).

Ad 2. Bertentangan dengan hukum/wedrreehtelijRalam hal ini
bertentangan dengan hukum tertulis maupun dengamhtidak tertulis,
sehingga sifat melawan hukum di sini harus ditkésir sebagai sifat
melawan hukum yang materiil, yang baik oleh dokiriaupun oleh ilmu

hukum lainnya dianut (Arrest Hooge Raad 31 Jand&i9 tentang

Lindenbaum Cohen Arrest, dan Arrest Hooge Raad 28ebber 1933

39 Ibid,,hlm23.
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mengenai Vee Artsea Arrest). Bahwa tiap-tiap padiugang dilarang itu
sudah sewajarnya harus bersifat melawan hukum. ®éebna adalah
janggal sekali untuik melarang perbuatan yang tdipktndang keliru dan
yang sudah patut dilakukan. Maksud adanya tata rhuialah, supaya
orang berbuat sesuai dengan hukumnya, sesuai demgalyang sudah
dipandang baik dan sudah selayaknya.

Ad 3. Dirasakan serta ditafsirkan oleh masyarakat sebagai

perbuatan yang tercela.

Mengenai hal ini ada dua macam, yaitu :
Perbuatan yang dirasakan tercela berhubung mependiapat masyarakat
merupakan sendi-sendi dan tata-tata yang bangkialdm masyarakat itu
sendiri, dan dengan sendirinya menghambat terwypa/dembinaan suatu
tata yang baik di dalam masyarakat.
Perbuatan ditafsirkan tercela/keliru berhubung Isegasuatu penafsiran
mengenai baik buruknya tindakan seseorang adalatyikugi penilaian
masyarakat waktu itu.

Baik perbuatan yang dirasakan dan ditafsirkan nrakga sebagai
perbuatan tercela/keliru menghasilkan penilaiargyaerubah-ubah sesuai
dengan keadaan dan waktu (situation gebundenheit).

Dari beberapa perumusan yang telah dikemukakanartehdl
mengenai pengertiandélinquency tersebut, ternyata perumusan yang
telah diberikan oleh “Team Proyek” tersebut adatenupakan perumusan

yang paling luas. Walaupun harus pula diakui bahdedam perumusan
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tersebut tidaklah dijelaskan lebih lanjut tentamgbpatan/tindakan anak-
anak yang manakah yang dapat diklasifikasikan Kentdapengertian
“delinquency. Dan satu hal yang dapat ditarik dari perumusamsebut
ialah, bahwa pengertiardélinquency merupakan suatu pengertian yang
memuat segi-segi sosiologis.

Anak nakal adalah :a). anak yang melakukan tindd&na atau b)
anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakarrdagabagi anakbaik
menurut peraturan perUndang-Undangan maupun merpecaturan
hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyargiay bersangkutan
(Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No, 3 tahun 1997atey Pengadilan
Anak). Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 11 t20d2 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 3 matkaab anak yang
berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebakadalah anak yang
telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belununber 18 (delapan
belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Kenakalan anak sering disebut dengaluvénile delinquenéy
yang diartikan dengan anak cacat social. Romli Aasmita mengatakan
bahwadelinquencyadalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakuka
oleh seorang anak yang dianggap bertentangan deRkg@ntuan-
ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dag geh masyarakat
itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagabymesian tercela. Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, delinkuensi diarskdagai tingkah laku

yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yarigkn dalam suatu
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masyarakat. Kenakalan remaja adalah terjemahan Kataenile
delinquency dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkahu,lak
perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifaticdsdertentangan
dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yarigkdoedalam
masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia diatitardelas tahun dan
di bawah delapan belas tahun serta belum meiitkah.

Kartini Kartono *“‘mengaskan bahwapeliquency itu selalu
mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejghdtm keganasan
yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah usi&Ba puluh dua)
tahun. Menurut Sudarsono, suatu perbuatan dikatdkfinkuen apabila
perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengararyang ada dalam
masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan ya&ng antisocial
yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti nafmatSoedjono
Dirdjosisword” mengatakan bahwa kejahatan dapat ditinjau : (@)sdgi
yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undandang dan
palanggarnya diancam dengan sanksi; (b) dari segiirologi, yaitu
perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlakudadam
masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari mdstaréc) dari segi
psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormahgyabersifat
melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh fdiidor kejiwaan

dari si pelaku perbuatan tersebut.

40 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak, rafika aditama, hlm.55
41 Jbid, hlm.56
42 [pid,,hlm.56.
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Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonegias
terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana hétajg harus
mengandung unsur-unsur :

- Adanya perbuatan manusia

- Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentkamhu

- Adanya kesalahan

- Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jeamabk

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat haus
berhadapan dengan hukum vyaftt :

1). Status Offencadalah perilaku kenakalan anak yang apabila diakwleh
orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatanrtisd¢jgak menurut,
membolos sekolah atau kabur dari rumabh;

2). Juvenile delinquencgdalah perilaku kenakalan anak yang apabila dikku
oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelarggakum.

Namun terlalu extrim apabila tindak pidana yangklikan oleh anak-
anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasamajaanak memiliki
kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan ipsikenghasilkan sikap
kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yammaerung mengganggu
ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakaebagai kejahatan,
melainkan kenakalan yang ditimbulkan

Konsep anak nakal berdasarkan philosofi ParensaPatang berasal
dari ungkapan latin in loco parentis semula dimdkan sebagai nungkapan

campur tangan kekuasaan Negara mengawasi anak bamgla dalam

tahanan dari pada ungkapan penempatan kepentirggerd&Nmelampaui dan

43 Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Marffinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen,
dalam Correction in AmericaAn Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradiladgha Anak (juvenile Justice System) di
Indonesia UNICEF, Indonesia, 2003, Hal. 2
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mengungguli kepentingan orang tua. Rumusan kenakalag berupa tindak
pidana dan perbuatan lain yang dinyatakan terlarbag anak secara
akademik ada 2 (dua) kategori dengan istdtdtus offender dan juvenile
delinquency. Status offendadalah perilaku kenakalan anak yang apabila
dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebkgahatan, misalnya
tidak menurut, membolos sekolah dan kabur dari hinaenile Delinquency
adalah perilaku kanakalan anak yang apabila di@kuddeh orang dewasa
dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Pengertian Tindak Pidana Anak Istilah Tindak Pid&mak belum
terdapat keseragaman dalam Bahasa Indonesia. Palistidah yang dikenal
antara lain : Kenakalan Anak, Kenakalan Remaja, akKalan Pemuda,
Delikuensi Anak dan Tuna Sosial.

2.4 Pengertian Keadilan Substantif

Dalam The Encyclopedia American@engertian keadilan adalah: (dahé
contestan and perpetual disposisition to render revenan his dué
(kecenderungan yang tetap dan kekal untuk membetlepada setiap orang
haknya);(b) the end of civil society(tujuan dari masyarakat,manusia); (¢hée
righ to obtain a hearing and decision by a courtiebhis free of prejudice and
improper influencé (hak memperoleh suatu pemeriksaan dan keputusstn o
badan pengadilan yang bebas dari prasangka danampéngyang tak
selayaknya);(d) &ll recognized equitable rights as well as techhiegal right’
(semua hak wajar yang diakui maupun hak-hak mefukim dalam arti teknis);

(e) “the dictate of right according to the consent ofnkiad generallj(suatu
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kebenaran menurut persetujuan dari umat manusiaa pachumnya);(f)
“conformity with the principles of integrity, restite, and just dealifg
(persesuaian dengan asas-asas keutuhan watakirejujan perlakuan adff.
Keadilan adalah penghargaan terhadap setiap oraegurot harkat dan
martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungargrygat segala sesuatu yang
ada diluar pribadinya.

Adapun tujuan dari suatu peraturan adalah untukcipekan ketertiban
umum. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suater&ieiran yang diterima
secara umum sebagai suatu kepantasan minimal,aslpaidupan bersama tidak
berubah menjadi anarki. Ketertiban umum sering ldisadengan menggunakan
istilah yang berbeda-beda seperti “keadaan danik€pastian hukum”. Dia
memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan balkada&in masyarakat
secara umum adalah tertib dan bukan sebaliknya;téatib hukum sebenarnya
merupakan kepentingan objektif semua pihak masgara&ktinya bila dibiarkan,
keadaan umum masyarakat umum itu bisa saja tidtik.t2 Artinya Keadilan
belum tercapai hanya dengan ketertiban saja, &aeadilan mempunyai nilai
lebih dari ketertiban. Ketertiban umum sebenarmgajmerupakan manifestasi
dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamlaplaktif yaitu suatu tatanan
manusia merasa aman secara kolektif. Kebebasaenslkat yang individual
hanya bisa ada, jika ditempatkan dalam pembatas#@kdistensial yang kolektif.

Ketertiban umum pada akhirnya merupakan manifesyasig rasional dari

44 The Liang Gie. Teori-teori keadilan:Sumbangan Bahan Untuk Pemahaman Pancasila.
Yogyakarta:super,1979,hlm 17-18.

45 Franz Magnis Suseno dalam Budiono Kusumohamidjojo.Ketertiban yang Adil
Problematik Filsafat Hukum.Jakarta:Grasindo,1999,hlm. 122-123.
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penempatan kebebasan eksistensial yang individaddmd pembatasan ko-
ekssistensial yang kolekfif. Kebebasan dan pertanggungjawaban pribadi
berkenaan dengan hukdth.

Menurut Penjelasan pasal 2 huruf ¢ Undang — Unddormgor 11 tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menemtldenwasanya yang
dimaksud dengan keadilan adalah bahwa setiap p=ayeh perkara anak harus
mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

Sedangkan dalam pasal 6 hurug g undang-undang nbntahun 2004
tentang pembentukan peraturan perundang-undangam lyak adalah bahwa
setiap materi muatan peraturan perundang-undangams hmencerminkan
keadilan secara proporsional bagi setiap warga fdegapa terkecuaff

Secara analitis, keadilan dapat dibagi dalam kompgorocedural dan
substantive, atau keadilan formil dan keadilan nlatéomponen procedural atau
keadilan formil, berhubungan dengan gaya suatiesy$iukum; sepertirtile of
law” dan Negara hukumréchtsstagt sedangkan komponen substantive atau
keadilan materil menyangkut hak-hak sosial, yangandai penataan politik,
ekonomi di dalam masyarakat.

Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyangkiag damai dan
adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karenengandung keadilan,

sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjakniulika ketertiban umum

46 Ibid., hlm. 125.

47 Lihat Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di
Indonesia, opcit., hlm. 76

48 [Imu Perundang-undangan, Maria Farida Indrati S, Yogyakarta, 2007, hlm 260

49 Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis, Mulyana
W.Kusumah..Bandung:Alumni, 1981, hlm. 53-54
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harus merupakan ketertiban hukum, maka ketertibarunu itu haruslah
merupakan suatu keadaan tertib yang adil. Jadiileeaddalah substansi dari
tertib hukum maupun ketertiban umum, sehingga tluekebihan jika ditegaskan
bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalatuk mewujudkan
keadilan®

Menurut John Rawls bahwa keadilan adalah kebijaktama dalam
institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam syptamikiran. Suatu teori |,
betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolakdatavisi jika ia tidak benar,
demikian juga hukum dan institusi, tidak pedulidpetpun efisien dan rapinya,
harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adktiap orang memiliki
kehormatan yang didasarkan kepada keadilan sehisggaruh masyarakat
sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasarké&adilan menolak jika
lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapatatisenoleh hal lebih besar
yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak memiaiarkpengorbanan yang
dipaksakan pada segelintir orang diperberat adlagian besar keuntungan yang
dinikmati banyak orang. Karen itu dalam masyarakahg adil kebebasan
warganegara dianggap mapan, hak-hak yang dijareim kd¢adilan tidak tunduk
pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepemtmgosial. Satu-satunya hal
yang mengijinkan kita untuk menerima teori yangakahdalah karena tidak
adanya teori yang lebih baik, secara analogis &k#éidilan bisa dibiarkan hanya
ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang hebesar. Sebagai kebajikan

utama ummat manusia, kebenaran dan keadilan tidsk diganggu gugat.

50 [bid., lihat hlm. 126.
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Proposisi tersebut tampak menunjukkan keyakinantihkita tentang keutamaan
keadilan®*

Dalam suatu putusan hakim didalam persidanganateaityang sering
disinggung-singgung adalah berupa keadilan proe¢dprocedural justicg dan
keadilan substantivesybstantife justige Keadilan procedural dan keadilan
substantive ini. Keadilan procedural adalah keadilang didasarkan pada
ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peratirakum formal, seperti
mengenai tenggang waktu maupun syarat-syarat lvardcgpengadilan lainnya.
Keadilan substantive adalah keadilan yang didasapkala nilai-nilai yang lahir
dari sumber-sumber hukum yang responsive sesuaiurani.

2.5 Sistem Pemidanaan
2.5.1 Sistem Pemidanaan

Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai “sistembprian atau
penjatuhan pidana”. Sistem pemberian / penjatulidemnp (sistem pemidanaan)

itu dapat dilihat dari 2 (dua) sudut:

SISTEM
PEMIDANAAN

FUNGSIONAL

SUBSTANTIF

HP HP HK. PELAKS. ATURAN ATURAN
PIDANA UMUM KHUSUS

MATERIEL FORMAL

51John Rawls, Teori Keadilan Dasar-dasar filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan
Sosial dalam Negara, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 4.
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(1) Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/proses-
nya), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :

» Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangani fumtigsionali-
sasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;

o Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) waeggatur
bagaimana hukum pidana ditegakkan atau diopera&®n secara
konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (m)kpidana.
Dengan pengertian demikian, maka sistem pemidandantik

dengan sistem penegakan hukum pidana yang terditi slib-sistem
Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem HulRidana Formal dan
sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga stdnsitu merupakan
satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak nmuhgkum pidana
dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanpgatesalah satu sub-
sistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang damitu dapat disebut
dengan Sistem pemidanaan fungsiondl atau “sistem pemidanaan

dalam arti luas”.

(2) Dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum
pidana substantif), sistem pemidanaan dapat dartsebagai :
» Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana reatemiuk pe-
midanaan; atau
» Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana reatemtuk

pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
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Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan paraperundang-
undangan(“statutory rules”) yang ada di dalam KUHP maupun UU
khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakatu skesatuan
sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umufigéneral rules”)
dan “aturan khusug“special rules”). Aturan umum terdapat di dalam
Buku | KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalarkuBli dan llI
KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP.

Berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, di dlamsep
dirumuskan tentang “Tujuan dan Pedoman Pemidanadbitumuskan-
nya hal ini, bertolak dari pokok pemikiran bahwa :

- sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan systegiber-tujuan
(“purposive system”)dan pidana hanya merupakan alat/ sarana untuk
mencapai tujuan;

- “tujuan pidana” merupakan bagian integral (subesmt dari ke-
seluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidarsgnaping sub-
sistem lainnya, vyaitu sub-sistem “tindak pidana’pertang-
gungjawaban pidana (kesalahan)”, dan “pidana”;

- perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimakswsikdagai
fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus m+herikan
dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasian djustifi-kasi

pemidanaan;

") Beberapa negara yang di dalam KUHP-nya juga merumuskan “tujuan pidana/pemidanaan”,
antara lain : Armenia (Psl. 48 jo. Psl. 2 dan 11), Bellarus (Psl. 20 jo. Psl. 1), Bulgaria (Psl.
36), Latvia (Psl. 35), Macedonia (Psl. 32), Romania (Psl. 52), dan Yugoslavia (Psl. 33).
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- dilihat secara fungsional/operasional, sistem pamadn meru-pakan
suatu rangkaian proses melalui tahap “formulasi'eb{l§jakan
legislatif), tahap “aplikasi” (kebijakan judisialflikatif), dan tahap
“eksekusi” (kebijakan administratif/eksekutif); bl&arena itu agar ada
keterjalinan dan keterpaduan atara ketiga tahapsébagai satu
kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusiarant dan

pedoman pemidanaan.

2.5.2 Teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan Terttap Anak

Secara Tradisional, teori-teori pemidanaan padanumya dapat dibagi
dalam dua kelompok Teori Absolut atau Teori Retiimi (Teori Pembalasan)
dan Teori Relatif atau Teori Utilitarian (Teori Tan) namun dalam
perkembangan selanjutnya, disamping pembagian ssdcadisional ada teori
ketiga yang disebut Teori Gabungan.

Pertama, Teori Absolut atau Teori Retributive (Te®embalasan).
Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mateeka orang telah melakukan
suatu kejahatan atau tindak pidazuig@ Peccatumn Pidana merupakan akibat
mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasad&epang yang melakukan
kejahatan. Jadi, dasar pembenar dan pidana tepetdk adanva atau terjadinya
kejahatan itu sendiri.

Kedua, Teori Relatif atau Teori Utilitarian (Tedrujuan), menurut teori

ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan labsdan keadilan.

52 1 Gede Widhiana Suarda, Hukum Pidana, Banyumedia,Jember, 2011, him.14
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Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tekgmya sebagai sarana untuk
melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukasdéddedar untuk melakukan
pembalasan atau pengimbalan kepada orang yangrneditkukan suatu tindak
pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentugybermanfaat. Oleh karena
itu, teori ini pun sering juga disebut teori tuju@tiilitarian Theory).

Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurutine@dalah terletak
pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karenagoraalakukan kejahatan
melainkan dengan tujuan supaya orang tidak melakkkgahatan. BukaGuia
Peccatum EsmelainkanNe Peccetur

Dengan demikian, antara Teori AbsoluRefributivg dengan Teori
Relative {tilitarian) memiliki perbedaan karakteristik. Karl O Chrisiggn
mengemukakannya secara terperinci mengenai penbettggara Teori Absolut
(Retributivg dengan Teori RelativdJfilitarian). Hal ini dapat dilihat dalam tabel
1.1. berikut.

Tabel 1.1. Perbandingan Antara Teori Absolut denigeori Relative

Teori Retribution Teori Utilitarian

Tujuan pidana adalah semata-mata | Tujuan pidana adalah pencegahan
untuk pembalasan. Pembalasan adalafprevention Pencegahan bukan tujuamn
tujuan utama dan di dalamnya tidak | akhir tetapi hanya sebagai sarana unfuk

mengandung sarana-sarana untuk | mencapai tujuanyang lebih tinggi yait

o

tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.

kesejahteraan masvarakat.

Kesalahan merupakan satu-satunya Hanya pelanggelamggaran hukum
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syarat untuk adanya pidana.

yang dapat dipersaldtédq@ada si
pelaku saja (misal karena sengaja ata
culpa) yang memenuhi syarat untuk

adanya pidana

Pidana harus disesuaikan dengan

kesalahan si pelanggar

Pidana harus ditetapkan berdasarkan
tujuannya sebagai alat untuk

pencegahan kejahatan

Pidana melihat ke belakang; ia
merupakan pencelaan yang murni da|
tujuannya tidak untuk memperbaiki,
mendidik atau memasvarakatkan

kembali si pelanggar.

Pidana melihat kemuka (bersifat
nprospektit); pidana dapat mengandun
unsur pencelaan, tetapi baik unsur
pencelaan maupun unsur pembalasa
tidak dapat diterima apabila tidak
membantu pencegahan kejahatan un

kepentingan kesejahteraan masyarak

AU

=

tuk

at.

Ketiga, Teori Gabungan. P

enulis pertama yang mekgaj teori

gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1987 - 184®kalipun ia tetap

beranggapan bahwa pembalasan sebagai asas dara mida bahwa beratnya

pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yadidy namun dia

berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pehgamntara lain perbaikan

sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensraje Kemudian para

penulis lain yang berpendirian bahwa pidana mengamdelbagai kombinasi

tujuan adalah: Binding, Merkel, Kohler, Richard 8ath, dan Beling. Nlereka
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juga memperhitungkan pembalasan, prevensi genseala perbaikan sebagai
tujuan pidana.

Selain penjelasan di atas, berikut ini akan dikestkak beberapa pendapat
pakar tentang tujuan pemidanaan, sebagaimana Kinangleh Muladi dan Barda
Nawawi Arief>*

1. Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick:kSapidana dimaksudkan
untuk:
a. Mencegah terjadin\Ta pengulangan tindak pidemprevent recidivisin
b. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yamgasaeperti yang
dilakukan si terpidandd deter other from theperformance of similar §cts
c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-mdi#flas dendamtq
provide a channelfor Me expression of retaliatorgtivesg
2. John Kaplan
Di samping mengemukakan adanya empat teori mengedaaar-dasar
pembenaran pidana refribution, deterrence, incapacitatzon dan
rehabilitation), John Kaplan juga mengemukakan adanya dasar pemame
pidana yang lain, yaitu:
a. Untuk menghindari balas dendaamdidance of blood feuls
b. Adanya pengaruh vang bersifat menditlie educational effet
c. Mempunvai fungsi memelihara perdamaiée peace-keeping functipn

3. Emile Durkheim

53 [bid Hal 17
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Fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemuoagkbagi pelepasan
emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan alddnya kejahatarthi
function of punishment is to create a possibilitythe release of emotions that
are aroused by the crime
. Fouconnet
Penghukuman, dalam arti pemidanaan, dan pelaksami@ana pada
hakikatnya merupakan penegasan kembali nilai-rkiEmnasyarakatan yang
telah dilanggar dan diubah oleh adanya kejahatafthe conviction and the
execution of the sentences is essentilally a cemahoeaffirmation of the
societal values that are riolated and challengedh®ycrime .
. Roger Hood

Sasaran pidana, di samping untuk mencegah si &er@ichtau pembuat

potensiil melakukan tindak pidana, juga untuk:

a. Memperkuat kembali nilai-nilai sosiaéinforcinga social rallie}

b. Menentramkan rasa takut masyarakat terhadahdtn dllaying fear of

crime).

. G. Peter Hoefnagels

Tujuan pidana adalah untuk:

a. Penyelesaian konflikk@nflict resolution;

b. Mempengaruhi para pelanggar dan orangorangk&erah perbuatan yang

kurang lebih sesuai dengan hukunflencing offenders and possibly other

than offenders toward more or less Law-conformiagaviol).
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7. R. Rijksen R. Rijksen membedakan antara dagaurh dari pidana dan tujuan
pidana. Dasar hukum dari pidana terletak pada pexsdraterhadap kesalahan,
dimana dalam pembalasan itulah terletak pembenaemnerintah untuk
memidana.

Apakah penguasa juga akan menggunakan wewenandeigantung dari

tujuan yang dikehendaki. Tujuan-tujuan itu menuRutRijksen serta penulis-
penulis lain (van Veen, Hulsman, dan Hoefnagelsjadpenegakan wibawa,
penegakan norma, menakut-nakuti, mendamaikan, megapghi tingkah laku

dan menyelesaikan konflik.

8. Roeslan Saleh
Menurut Roeslan Saleh, pada hakikatnya, pidanaaldsglalu perlindungan
terhadap masyarakat (segi prevensi) dan pembaledsadap seseorang yang
melanggar hukum (segi pembalasan). Di sampingReslan Saleh, juga
mengemukakan bahwa pidana mengandung hathat laito, lyahwa pidana
diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukian pidana adalah
suatu proses pendidikan untuk menjadikan orangtddiperima kembali di
masyarakat.

9. Sahetapy
Dalam disertasinya, Sahetapy menyatakan bahwa peaad bertujuan
pembebasan. Pidana harus dapat membebaskan gi jplakcara atau jalan
yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna membedaskdak identik
dengan pengertian rehabilitasi atau reformasi. Makmembebaskan

menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dikabagari alam pikiran
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yang jahat, vang keliru, melainkan harus pula dis&bn dari kenyataan sosial
dimana la terbelenggu. Menurut Sahetapy, tidak tddisangkal bahwa dalam
pengertian pidana tersimpul unsur penderitaan. pTep@nderitaan dalam

tujuan membebaskan bukanlah semata-mata untuk fit@ateagar si pelaku

menjadi takut atau merasa menderita akibat suambg@@san dendam
melainkan derita itu harus dilihat sebagai obati @&bagai kunci jalan keluar
yang membebaskan dan yang memberi kemungkinanblértengan penuh
keyakinan.

10. Bismar Siregar
Dalam kertas kerjanya vang berjudul "Tentang PembePidana” apad
Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional di emaahun 1980,

Bismar menvatakan antara lain: "... yang pertam@tgatut diperhatikan
dalam pemberian pidana, bagaimana caranya agar mawkubadaniah
mencapai sasaran, mengembalikan keseimbangan etahgtérganggu akibat
perbuatan si tertuduh, karena tujuan penghukumeuoha tiain mewujudkan
kedamaian dalam kehidupan manusia".

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa kedudukani dajuan
pemidanaan adalah sebagai salah satu kunci petdlag penjatuhan pidana itu
sendiri. Dapat juga dikatakan bahwa penjatuhanmpideruslah memperhatikan
tujuan pemidanaan. Pentingnya perhatian atas tyearndanaan ini tampaknya
juga diperhatikan oleh perancang KUHP Baru dengamaiskannya secara tegas

tentang tujuan pemidanaan dalam Buku Kesatu RU-IHRUPasal 51 Buku

Kesatu RUU KUHP tahun 2005 menyatakan bahwa :
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(1) Pemidanaan bertujuan:

a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan ga&kan norma hukum
demi pengayoman masyarakat;

b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakambin@@m sehingga
menjadi orang yang baik dan berguna;

c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan olehdak pidana, memulihkan
keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalayanadest; dan

d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitaan merendahkan

martabat manusia.
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BAB Il

KERANGKA KONSEPTUAL

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil daistilah “policy”
yang berasal dari bahasa Inggris, sedangkan dadhash Belanda disebut
“politiek”. Bertolak dari kedua istilah asing inmaka istilah “kebijakan
hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilaHitikdhukum pidana”.
Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidg ini sering dikenal
dengan berbagai istilah anatara laénal policyataustrafrechts politieR*

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidaagad dilihat dari
politik hukum pidana maupun politik krimiminal, maot Prof.Sudarto,
“politik hukum adalah®
a. usaha untuk mewujudkan pereturan-peraturan yang baik sesuai

dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.

b. kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang
untuk menatapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang
diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang
terkandung dalam mesyarakat dan untuk mencapai apa yang
dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian Prof. Sudartoamgeltnya
menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum m@tlaterarti

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundadgngan pidana

*Barda Nawawi, Kebijakan hukum Pida@p.cit, him.26
*® Ibid, him.26
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yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keaddan daya guna.
Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwakseiakan “politik

hukum pidana” berarti , “usaha mewujudkan peratupgTundang-

undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dasi péigla suatu waktu
dan untuk masa-masa yang akan dafang.

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari pohtikum, maka
politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana gusahakan atau
membuat dan merumuskan suatu perundang-undanganapyéng baik.
Pengertian demikian terlihat pula dalam defimenal policydari Marc
Ancel yang telah dikemukakan pada uraian pendahulgeng secara
singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sgksliseni yang
bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum pgositiumuskan
secara baik”. Dengan demikian, yang dimaksud defijgamaturan hukum
positif” (the positif rules)dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah
peraturan perundang-undangan hukum pidana. Denganikidn istilah
penal policymenurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah ij&kedn
atau politik hukum pidana™

Menurut A.Mulder,strafrechtspolitiekialah garis kebijakan untuk
menentukan?®

a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah

atau diperbarui.
b. apayang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

*8 |bid, him,26

*" Ibid, him,26
*8 |bid, him,27
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c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan
pidana harus dilaksanakan.

Strafrechtspolitiek is de beleidslijn om te bepalen

- In welk opzicht de bestaande strafbepalingen herdienen te worden;

- Wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedragptarkomen;

- Hoe de opsporing, vervolging, berechting en temetiegging van
straffen dient te verlopen.

Definisi Mulder diatas bertolak belakang dari patiga “system
hukum pidana® menurut Marc Ancel yang menyatakaahwa tiap
masyarakat yangb terorganisir memiliki system hukudana yang terdiri
dari: (a) peraturan-peraturan hukum pidana dan ssaydk (b) suatu
prosedur hukum pidana; dan (c) suatu mekanismégzeiaan (pidanay.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukdama yang
baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dawiatu penanggulangan
kejahatan. Jadi kebijakan atau politik criminal.nDan perkataan lain,
dilihat dari sudut politik criminal, maka politikukum pidana identik
dengan pengertian “kebijakan penanggulangan keahd¢ngan hukum
pidana”®®
Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum podai@ahakikatnya
juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukumsy&nya penegak
hukum pidana). Oleh karena itu, sering dikatakahwaa politik atau

kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula adnijdkan penegakan

hukum (aw enforcement poligy*

%9 |bid, him,27
% |pid, him,28
%1 bid, him,28
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Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan le@abuatan undang-
undang (hukum)pidana pada hakikatnya juga merupblkgian integral
dari usaha perlindungan masyarakstcial welfare) Oleh karena itu,
wajar pulalah kebijakan atau politik hukum pidangg merupakan bagian
integral dari kebijakan atau politik sos{abcial policy)®?

Kebijakan sosial(social policy) dapat diartikan sebagai segala
usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraasyanakat dan
sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jafdilash pengertian
social policy sekaligus tercakup didalamngecial welfare policy?

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana atamencakup
ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana migtdibidang hukum
pidana formal dan dibidang hukum pelaksanaan pidalisan ini lebih
menitikberatkan pada kebijakan dibidang hukum padamateriil

(substantive§*

%2 |bid, him,28
% Ibid, him,28
% Ibid, him,28
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BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia

Dalam penulisan tesis ini membahas tentang siseamdanaan dari sudut
fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/gseasya), sistem pemidanaan
dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (atpemandang-undangan) untuk
fungsionali-sasi/operasionalisasi/konkretisasi pada/ang mengatur bagaimana
hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan aecatonkret sehingga
seseorang dijatuhi  sanksi (hukum) pidana. Dendamikian sistem
pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukisngiyang terdiri dari sub-
sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistirkum Pidana Formal dan
sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga stdmsiitu merupakan satu
kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkirkunmu pidana
dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hany@ate salah satu sub-sistem
itu. Dengan kata lain sistem pemidanaan merupakgrab dari sistem peradilan
pidana.

Dalam memberikan perlindungan bagi anak yang beyad dengan
hukum, negara ini telah mengeluarkan Undang-Undamgor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak dan yang baru saja dirgaiti undang-undang nomor
11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Araalg mana tanggal
berlakunya 2 tahun setelah diundangkan.

Dengan adanya undang-undang Nomor 11 tahun 20XanterSistem

Peradilan Pidana Anak di Indonesia, menjadi sudéndasan yang
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mengkhususkan kepada ketentuan hukum acara pidakanamun tidak menutup
kemungkinan masih mengacu kepada KUHAP. Adanyalesapesialis derogate
lex generalis menjadi ketentuan bahwa undang-undammg khusus

mengesampingkan undang-undang yang umum.

Dalam UU 11 tahun 2012 tentang Sistem PeradilamarRidAnak
bahwasanya pengertian anak nakal telah diubah demgak yang berhadapan
dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengaorhukang telah berumur 12
tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang didugaka&hn tindak pidana (pasal
1 ayat 3).

Undang - Undang 11 tahun 2012 ada beberapa asawy tgrcantum

dalam pasal 2 antara lain:

1. Perlindungan

2. Keadilan;

3. Nondiskriminasi;

4. Kepentingan terbaik bagi anak;

5. Penghargaan terhadap pendapat anak;

6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

7. Pembinaan dan pembimbingan anak;

8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagatenakysr; dan
10.Penghindaran pembalasan

Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 yangakark dengan
ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada ahkak aatara lain adalah pasal

79, 81, 82 dan 84. Yang antara lain berbunyi:

Pasal 79

(1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalanArad melakukan
tindak pidana berat atau tindak pidana yang diséetagan kekerasan.

(2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan Teriadk paling lama
1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara gngcamkan terhadap
orang dewasa.

(3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terpatiaak
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(4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP

berlaku juga terhadap Anak Sepanjang tidak bemeara dengan Undang-
Undang ini.

Pasal 80

(1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakuka di termpektihan kerja
atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan,bak pemerintah
maupun swasta.

(2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan Apakdéladaan dan
perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.

(3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling dirdgkaga) bulan dan
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) damalaya pembinaan di
dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) budankelakuan baik
berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81

(1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadatan perbuatan
Anak akan membahayakan masyarakat.

(2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Ankkgpama 1/2(satu
perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara baggaewasa.

(3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berub@i(delapan
belas) tahun.

(4) Anak yan g telah menjalani 1/2 (satu per dua) emanya pembinaan di
LPKA dan berkelakuan baikberhak mendapatkan pensaedaersyarat.

(5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan selyza terakhir.

(6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakadak pidana yang
diancam dengan pidana mati atau pidana penjarawehigup,pidana
yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lan@épuluh) tahun.

Pasal 84

(1) Anak yang Ditahan ditempatkan di LPAS.

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak aretep pelayanan,
perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan mendampingan
,serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraterangang-undangan.

Jaminan pemenuhan hak asasi manusia termasukadnmlg hak-hak
anak, instrument lokal telah ditetapkan, yaitu Ut. B9 tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal khusus yang mengattang hak-hak anak

adalah pasal 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 59, 6065163, 64, 65 dan 66 dan
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yang berkaitan dengan jaminan perlakuan terhadag sang berhadapan
dengan hukum diatur secara khusus pada butir Bésghng dengan jelas
menyebutkan sebagai berikut :
Setiap anak berhak tidak dijadikan sasaran penggana penyiksaan atau
penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, tidakngpas kebebasannya
secara melawan hukum. Hukuman mati atau hukumanuwsehbidup tidak
dapat dijatuhkan pada mereka. Penangkapan, pemalstaa pidana
penjara anak hanya dapat dilaksanakan sebagai tgrayair.

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak p@nda
perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikanuten kebutuhan
sesuai usianya. Harus dipisahkan dari orang dewasaperoleh bantuan
hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalanap@ahapan upaya
hukum, berhak untuk membela diri dan memperoleldilea di depan
pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihalamdakidang yang
tertutup untuk umurf

Sedangkan instrument lokal yang secara umum mekabperi
perlindungan terhadap anak adalah Undang-Undang2Bl@.ahun 2002
tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Untdat;ang Nomor
35 tahun 2014, yang dimaksudkan mampu memberinperigan kepada
anak-anak pada umumnya secara lebih memadai. Sadang-undang
yang riwayat kelahirannya membutuhkan waktu yan@tapanjang dan
melelahkan pihak-pihak yang terlibat. Adapun pedimgan terhadap anak

yang berhdapan dengan hukum juga diatur dalam Wadaaang Nomor

35 Tahun 2014 .

65 Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak
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Dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014amgnPerlindungan
Anak mementukan sebagai berikut:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan merggkum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi analy yerkonflik
dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meampk&wajiban dan
tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan wledggkum
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakarumela
a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai detegtabat dan hak-
hak anak.

b. Penyediaan petugas pendamping khusu anak sejak dini

c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.

d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yerigik bagi
anak.

e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadegmpangan
anak yang berhadapan dengan hukum.

f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungagadearang
tua atau keluarga.

g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui imadassa dan
untuk menghindari labelisasi.

3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korbadak pidana
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilaksama&katui:

a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupunlkrabaga.

b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melaledia massa
dan untuk menghindari labelisasi.

c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korbarsalesi ahli, baik
fisik, mental maupun sosial.

d. Pemberian aksesbilitas untuk mendapatkan infornasingenai
perkembangan perkara.

Meskipun demikian, dalam upaya mengatasi keteraatagiran legal
yang telah ada saat itu, maka untuk menguatkanaupaylindungan bagi
anak yang berhadapan dengan sistem peradilan tlalat sejumlah

kebijakan yang bersifat operasional sebagaimankuper

1. Agreement Lisan 1957, kesepakatan antara kepolisian, kegaksa
Departemen kehakiman dan Departemen Sosial, untaknbarikan

perlakuan “khusus bagi anak” sebelum dan selama epesaan

55


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

pengadilan maupun sesudah putusan pengadilan. iRea@er kasus anak
dilakukan secara kekeluargaan dan dalam penahaaaak harus
dipisahkan dari orang dewasa.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 18%hyebutkan
bahwa persidangan anak harus dilakukan secar&ugrtu

3. Peraturan Menteri Kehakiman No. M 06-UM.01.06 Tal®83 Bab II,
Pasal 9,10,11 dan 12, tentang Tata Tertib SidarakAyang antara lain
menyebutkan bahwa sidang anak bersifat khusus bagk untuk
mewujudkan kesejahteraan anak, maka sidang andk péakukan
dalam suasana kekeluargaan dengan mengutamakanahkessan
masyarakat.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 18&7ggal 16

November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak.

Di dalam pasal 1 UU No. 4/1979 tantang Kesejahtete@ak pasal 2 Bab Il

mengatur hak-hak anak yaitu :

1)

2)

3)

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhdomingan berdasarkan
kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dakrhan khusus untuk
tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan nkpo@a dan

kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan elamb&dian bangsa,
untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungark bamasa dalam

kandungan maupun sesudah dilahirkan.
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4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungatuph yang dapat
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan ferkgan dengan
wajar.

Menurut Arif Gosita, hak-hak anak di sini sebaiknggpahami sebagai
perwujudan adanya keadilan,keadilan dalam pengesghagai berikut : keadilan
adalah suatu kondisi di mana setiap orang (anaiatdaelaksanakan hak dan
kewajibannya secara seimbang (yang mengembangkansmaaseutuhnya yang
berbudi luhur). Ini berarti bahwa apabila kita beslba mengenai hak-hak anak,
maka kita tidak boleh tidak menyinggung hal kewajibanak-anak tersebut.
Mengenai pelaksanaan kewajibannya, tanggung javealimytergantung pada
situasi dan kondisi mental, fisik dan sosialnyaelOsebab itu tuntutan-tuntutan
terhadap dirinya harus dipertautkan dengan kemanmyagpada usia tertentu.

Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkaejdtégsraan anak
menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenisnkelaagama, pendirian
politik, dan kedudukan sosial (pasal 8).

Dalam proses peradilan pidana, dapat diartikarradgas. Yaitu :

1. Sebelum sidang peradilan;

2. Selama sidang peradilan;

3. Setelah sidang peradilan.

Dalam proses peradilan pidana tertentu anak-anafipkali tidak dapat
mengembangkan hak-haknya karena hal-hal tertemtuddagan demikian perlu
mendapat bantuan dan perlindungan dalam pelaksdredanan kewajibannya.

Jadi, perlindungan anak antara lain meliputi pulerlipdungan terhadap
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pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara seind@ngnanusiawi. Hal ini
adalah sesuai dengan pengertian perlindunganriperigan anak adalah suatu
usaha yang melindungi anak dapat melaksanakan dmakkelwvajibannya secara
seimbang dan manusiawi’. Perwujudan perlindungasimi adalah antara lain
usaha-usaha sebagai berikut : pembinaan, pendaampingenyertaan,
pengawasan, pencegahan, pengaturan, penjaminan edurtif, konstruktif,
integrative, kreatif yang positif dan usaha iniakdmengabaikan aspek-aspek
mental, fisik, sosial seseorang.

Sehubungan dengan ini maka ada beberapa hak-hak yarey perlu

diperhatikan dan diperjuangkan peklaksanaannyabersama, yaitu antara lain

.66

a. Sebelum persidangan :
1. Sebagai pelaku :

1.1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti salah;

1.2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindékdakan
yang merugikan, menimbulkan penderitaan mentak, fsosial dari
siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tgmepahanan
misalnya).

1.3. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat datamgka
mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangamg akan

datang dengan prodeo;

% Shanty Dellyan&yanita dan Anak Dimata Hukyrhiberty, Yogyakarta, 2004,him.51
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1.4. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta mempedn
pemeriksaan terhadap dirinya (transpor, penyuludan yang
berwajib).

b. Selama persidangan :
1. Sebagai pelaku :

1.1. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata caradgegsin dan
kasusnya;

1.2. Hak mendapatkan pendamping, penasehat selamagregard

1.3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta mempedn
persidangan mengenai dirinya (transport, perawleaahatan);

1.4. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindékdakan
yang merugikan, menimbulkan penderitaan mentak, fsosial dari
siapa saja karena kesaksiannya (berbagai macammangca
penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).

1.5. Hak untuk menyatakan pendapat.

1.6. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan gyan
menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahdituntut
ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan grdaagang atau
karena kekeliruan mengenai orangnyaatau hukum vaegapkan
menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 a2gat

1.7. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghakuang
positif, yang masih mengembangkan dirinya sebaganusia

seutuhnya.
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1.8. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

c. Setelah persidangan :

1. Sebagai pelaku :

1.1. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukumary ya
manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 damn&egenai
pemasyarakatan.

1.2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tenaktikdakan
yang merugikan, menimbulkan penderitaan mentak, fsosial dari
siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayearupuhan
misalnya).

1.3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orangyduan

keluarganya.

Dalam undang-undang No. 11 tahun 2012 tentangnsigteradilan pidana

anak terdapat juga hak-hak anak dalam proses fmragidana, sebagaimana

dalam pasal 3 yang menentukan sebagai berikut:

a.

®oo0oT

—h

Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhaki&hotuhan sesuai
dengan umurnya;

Dipisahkan dari orang dewasa,;

Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secekéfef

Melakukan kegiatan rekreasional,

Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlalaianydng kejam,

tidak manusiawi, serta merendahkan harkat dan bairtga;

Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup

Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecualiagai upaya terakhir
dan waktu yang paling singkat;

. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yanpgekth tidak

memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum;

Tidak dipublikasikan identitasnya;

Memperoleh pendampingan orang tua atau wali damgoyang dipercaya
oleh anak;

Memperoleh advokasi sosial;
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Memperoleh penghidupan pribadi;
. Memperoleh akses sibilitas, terutama bagi anaktraca
Memperoleh pendidikan;
Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan paratperundang-
undangan.

T o537

Pasal 4 menentukan menentukan sebagai berikut:
1. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

Mendapat pengurangan masa pidana;

Memperoleh asimilasi;

Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;

Memperoleh pembebasan bersyarat;

Memperoleh cuti menjelang bebas;

Memperoleh cuti bersyarat; dan

Memperoleh hak lain sesuai ketentuan peraturan ngang-

undangan

2. Hak sebagaimana dimaksud ayat 1 deberikan kepadayang memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuarnugperaperundang-
undangan .

@ropooop

Dalam UU 11 tahun 2012 pasal 81 ayat 2 menentbkbwa pidana penjara
yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama #a (srdua) dari maksimum
ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sedadglken ayat 6 menentukan
tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindalana yang diancam
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hgldana yang dijatuhkan
adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.

Untuk dapat melihat atau menentukan pemidanaan arala kita dapat
melihat batas usia pertanggungjawaban anak yargad@pan dengan hukum.
Yang dimaksudkan dengan batas usia adalah pengekampusia maksimum
sebagai wujud kemapanan anak dalam status hukummgga anak tersebut

beralih status menjadi usia dewasa atau menjadasgosubyek hukum yang
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dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadapuan-perbuatan dan
tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anakStu.

Dalam aturan no. 4The Beijing Rulgshanya menegaskan bahwa permulaan
batas usia pertanggungjawban anak janganlah ditetaferlalu rendah dengan
mengingat faktor kematangan emosional, mental ntafektual anak®®

Berdasarkan ketentuan UU Pengadilan Anak NomoraBum 1997 |,
membedakan batas usia minimal untuk anak yang diéggakan ke Sidang Anak
dan batas usia minimal untuk dapat dijatuhi pidateu tindakan. Batas usia
minimal anak dapat diajukan ke Sidang Anak adalekurang-kurangnya 8
(delapan) tahun (Pasal 4 ayat (1)). Pengecualidiadap ketentuan ini terdapat
dalam Pasal 5 ayat (3), yang mengatur apabila roerhasil pemeriksaan,
Penyidik berpendapat bahwa anak meskipun belum apenonur 8 (delapan)
tahun tidak dapat dibina lagi oleh orang tau, \&tdu orang tua asuhnya. Penyidik
menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sssialah mendengar
pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengaditak menetapkan
batas usia minimal untuk dapat dijatuhi pidanaadal tahun. Dengan ketentuan
ini, pidana dapat dijatuhkan kepada anak yang telahcapai umur 12 tahun ke
atas. Pengecualian dari ketentuan ini, terdapand&asal 26 ayat (2) dan ayat
(3), yang mengatur bahwa anak di bawah usia 12ntalapat dijatuhi tindakan
berupa diserahkan kepada negara, apabila ia melaktikdak pidana yang

diancam dengan pidana mati atau pidana penjarausehiaup. Dan apabila ia

%7 Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum, Sinar ®ka,him.127

%8 |bid, him.127
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melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidamé mtau pidana penjara
seumur hidup, ia dapat dijatuhi salah satu tinddsenipa dikembalikan kepada
orang tua, wali atau orang tua asuh; diserahkaadeemegara untuk mengikuti
pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja atau alid@n kepada Departemen
Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yaegerak di bidang
pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. MenurmitdB Nawawi Arief® batas
usia minimal pertanggung jawaban pidana, yaitu iseigtkurangnya 12 tahun
telah memadai.

Sedangkan menurut UU Sistem Peradilan Pidana ABatgs usia minimal
anak dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekutarajignya 12(dua belas
tahun) (Pasal 21 ayat (1)). Namun dalam hal areinib berumur 12 tahun
melakukan atau di duga melakukan tindak pidana,yigén pembimbing
kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional amebidjy keputusan
untuk:menyerahkan kembali kepada orang tua/wali) atengikutsertakan dalam
program pendidikan, pembinaan dan pembimbingamstansi pemerintah atau
LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahtesasial, baik di tingkat
pusat maupun daerah paling lama 6 bulan. Sedardgtam pasal 32, penahanan
terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syanak:telah berumur 14 tahun
atau lebih; dan diduga melakuakn tindak pidana demgmcaman pidana penjara 7
tahun atau lebih. Dengan kata lain anak yang uaiangsih 12 tahun lebih atau
kurang namun belum sampai 14 tahun dan ancamangklaang dari 7 tahun

tidak dapat dilakukan penahanan.

% Ibid, him.127
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Didalam UU 11 tahun 2012 pasal 71 ditentukan babiana pokok bagi
anak terdiri atas:

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
a. pidana peringatan;
b. pidana dengan syarat:
1) pembinaan di luar lembaga,;
2) pelayanan masyarakat; atau
3) pengawasan.
c. pelatihan kerja;
d. pembinaan dalam lembaga; dan
e. penjara.
(2) Pidana tambahan terdiri atas
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tipitiana; atau
b. pemenuhan kewajiban adat.
(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kiatif berupa penjara
dan denda, pidana denda diganti dengan pelatilvga ke
(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilaranganggar harkat dan
martabat Anak.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tat@ pelaksanaan pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), yin(@) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Sedangkan dalam pasal 82 UU nomor 11 tahun 2012gat@ peihal
tindakan, terdiri atas:

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak mm&lip
a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
b. penyerahan kepada seseorang;
c. perawatan di rumah sakit jiwa,;
d. perawatan di LPKS;
e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atalaphan yang
diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g. perbaikan akibat tindak pidana.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1if duhuruf e, dan huruf f
dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (latdd@jukan oleh
Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindakmpaddiancam dengan
pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan seinagaa dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Dengan demilkian nampak perbedaan pidana pokok padaomor 3 tahun

1997 dengan uu nomor 11 tahun 2012 antara lairgaebarikut:

1.

Bahwasanya pidana penjara didalam uu 3 tahun 1@9yjach urutan yang
pertama dalam tata urutan pidana pokok sedangldailadi uu 11 tahun
2012 menjadi pilihan paling akhir dalam pidana goko

Didalam UU 11 tahun 21012 tidak ada lagi pidan kgan

Di dalam UU 11 tahun2012 menentukan, apabila anakcdma denagn
pidana kumulatif berupa penjara dan denda, makanpidienda diganti
dengan pelatihan kerja.

Didalam UU11 tahun 2012 dikenal dengan adanya pigemingatan yang
mana pidana peringatan merupakan pidana ringan yadgk
mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Sedangkan untuk pidana tindakan hanya satu yaaméh didalam uu 11

tahun 2012 yakni pencabutan surat izin mengemudi.

Tujuan penyelenggaraan system peradilan anak, rteengian pada tujuan

untuk kesejahteraan anak. Hal ini sebagaimana adikegn dalam peraturan

Perserikatan Bangsa — bangsa daldanited Nations Standard Minimum Rules

For the Administration of Juvenile Justice (SMRJ} a@tau The Beijing Rules,

bahwa tujuan peradilan anékims Of Juvenile Justicedebagai berikut®

“The juvenile Justice System shall emphasize wetg s the juvenile

offenders shall always be in proportion to the gimstances of both the off
ender and offence’(Sistem Peradilan pidana bagi anak / remaja akan
mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan meamab@lkwa reaksi
apapun terhadap pelanggar — pelanggar hokum beamgja akan selalu

0 Opcit. him.49
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sepadan dengan keadaan — keadaan baik pada pengpalanggar
hukumnya maupun penggaran hukumnya)

Dalam Standart Minimum Rules Juvenile Justice (SMR -atR) The Beijing
Rules, juga ditegaskan beberapa prinsip sebagai pedombm daengambil
keputusan, yakni dalarRule 17.1, yang menyatakan bahwa dalam mengambil
keputusan harus berpedoman pada prinsip — priebamgsi berikut’*

a. Bentuk — bentuk reaksi/ sanksi yang diambil selgmarharus
diseimbangkan tidak hanya pada keadaan — keada@akedariusan/berat
ringannya tindak pidan@he circumstances and the gravity of the juvenile)
tetapi juga pada keadaan — keadaan dan kebutulkebutuhan si anak
(the needs of the society);

b. Pembatasan — pembatasan terhadap kebebasan pdbaki hanya
dikenakan setelah pertimbangan yang hati — hatidilaatasi seminimal
mungkin ;

c. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakamualke@anak
melakukan tindakan kekerasan yang serius terhacaqg dain atau terus
menerus melakukan tindak pidana serius dan ket¢uak ada bentuk
sanksi lain yang lebih tepat.

d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman amdal
mempertimbangan kasus anak.

Berdasarkan beberapa alasan yang dikemukakan ,di@iapak jelas
bahwa dalam penjatuhan sanksi terhadap anak, tyaramhendak dicapai adalah
perlindungan hukum yang harus mengedepankan yabgikebagi kepentingan
anak, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan anak

United Standar Minimum Rules for the AdministratadnJuvenile Justice
(The Beijing Ruleshelah memberikan pedoman sebagai upaya menghiefidri

negatif tersebut dengan memberikan kewenangan &egaarat penegak hukum

mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menaingesalah pelanggaran

"L Abintoro Prakoso, Pembaharuan Peradilan Pidan#,Areéksbang Grafika, 2013, him. 52
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anak dengan tidak mengambil jalan formal, tindakan disebut diversi

(Diversion).

Didalam ketentuan pasal 16

Undang-Undang nomor tdliun 2012

menentukan bahwa Hukum Acara yang berlaku diteragkala dalam acara

pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Wgedaundang ini. Dengan

demikian UU pengadilan anak masih menerapkan KUHRBErikut proses

peradilan pidana anak sebelum dan sesudah adanydang Undang Sistem

peradilan Pidana Anak:

UU 3 TAHUN 1997

UU 11 TAHUN 2012

PENANGKAPAN
Pasal 43 Pasal 30
1)Penangkapan Anak Nakal dilakukaﬁl)P.(':‘nangkapan terhadap .ATak
dilakukan guna kepentingan
sesuai dengan ketentuan Kitab penyidikan paling lama 24 (dya
| _ puluh empat) jam.
Undangiliieeh AL AG a(2) Anak yang ditangkap wajib

Pidana.
(2) Penangkapan sebagaimana dimak
(1) dilakukan

kepentingan pemeriksaan untuk pal

dalam ayat gur

lama 1 (satu) hari.

S

ditempatkan dalam ruang pelayarn
khpysus Anak.
Dalam hal ruang pelayanan khusus
#Anak belum ada di wilayah yarg
bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.

) Penangkapan terhadap Anak wajib

an

dilakukan secara manusiawi dengan
memperhatikan  kebutuhan  sespai
dengan umurnya.

(5) Biaya bagi setiap Anak yang

ditempatkan di LPKS dibebankan pada
anggaran kementerian yang
menyelenggarakan urusanpemerintahan
di bidang sosial.
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Penahanan di Tingkat Kepolisian
Pasal 44 Pasal 31
. ... (1) Dalam melaksanakan penyidikan,
(1) Untuk kepentingan penylcllkanPenyidik berkoordinasi dengan
Penyidik sebagaimana dimaksud dalaRenuntut Umum.
2) Koordinasi sebagaimana dimaksgud
Pasal 41 ayat (1) dangsel.(S) huruf ‘(fl)’ada ayat (1) dilakukan dalam waktu
berwenang melakukan penahangmaling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh
terhadap anak yang diduga ker%?sg?%éam sejak dimulai penyidikan.
melakukan tindak pidana berdasarkat[b Penahanan terhadap Anak tidak
bukti permulaan yang cukup. boleh dilakukan dalam hal Anak
. : memperoleh jaminan dari orang
(2) Pegalidiian Sebagaimane d'makstlﬂ(g/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak
dalam ayat (1) hanya berlaku untuttdak akan melarikan diri, tidak akan
. , menghilangkan atau merusak barang
palingidipa 20 (qEeEliEn) frarl. bukti, dan/atau tidak akan mengulangi
(3) Jangka waktu sebagaimanindak pidana.
. 2) Penahanan terhadap Anak hanya
dimaksud gaigiy ‘@at (2) ‘apabll apat dilakukan dengan syarat sebagai
diperlukan guna kepentingarerikut:
. . |.a. Anak telah berumur 14 (empat belas)
pemeriksaan yang belum selesai, cit%%un atau lebih: dan
permintaan Penyidik dapab. diduga melakukan tindak pidapa
, : dengan ancaman pidana penjaral 7
diperpanjang oleh Penuntut Umuﬂujuh) R 2 1 [T
yang berwenang, untuk paling lama (1) Syarat penahanan sebagaimana
(sepuluh) hari dimaksud pada ayat
b ' (2) harus dinyatakan secara tegas dalam
(4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh¥urat perintah penahanan.
hari Penyidik sebagaimana dimaksg ) Selgma Af‘ak dltaha}n, kebutuhfam
Jasmani, rohani, dan sosial Anak harus
dalam ayat (1) sudah harugetap dipenuhi.
khnverahi? berlbe perkara 1A 5) Untuk melindungi keamanan Angk,
y P ye o%pat dilakukan penempatan Anak | di
bersangkutan kepada Penuntut UmumLPKS.
o . Pasal 33
(5) Apabila jangka waktu sebagaimana
. . . 1 (1) Penahanan sebagaimana dimaksud
dimaksud dalam ayat (4) dilampaui daépalam Pasal 32 untuk kepentingan
berkas perkara belum diserahkan, maganyidikan dilakukan paling lama |7
. tujuh) hari.
tersangka harus dikeluarkan datb) Jangka  waktu penahanan
tahanan demi hukum. sebagaimana dimaksud pada ayat|(1)
atas permintaan Penyidik dapat
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(6)Penahanan terhadap anakperpanjang oleh Penuntut Umum
dilaksanakan di tempat khusus unf aling Iama8(delapan.) hari.

) Dalam hal jangka waktu
anak di lingkungan Rumah Tahanasebagaimana dimaksud pada ayat|(2)
Negara. Caban Rumah Tahanéelah berakhir, Anak wajib dikeluarkan

gara, g d&mi hukum.
Negara, atau di tempat tertentu. (4) Penahanan terhadap  Anak
Pasal 45 dilaksanakan di LPAS.
(5) Dalam hal tidak terdapat LPAS,
(1) Penahanan dilakukan setelghenahanan dapat dilakukan di LPKS
setempat.
dengan sungguh-sungguh memper-
timbangkan kepentingan anak dan atau
kepentingan masyarakat.
(2)Alasan penahanan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) harus
dinyatakan secara tegas dalam surat
perintah penahanan.
(3)Tempat tahanan anak harus
dipisahkan dari tempat tahanan orang
dewasa.
(4) Selama anak ditahan, kebutuhan
jasmani, rohani, dan sosial anak harus
tetap dipenuhi.
Penahanan di tingkat Kejaksaan
Pasal 46 Pasal 34
(1) Untuk kepentingan penuntutanil) Dalam hal penahanan dilakukan
Penuntut i berwenar untuk  kepentingan penuntutgn,
$enuntut  Umum dapat melakukan
melakukan penahanan atapenahanan paling lama 5 (lima) hari.
. (2) Jangka  waktu penahanan
P ) ' sebagaimana dimaksud pada ayat| (1)
(2) Penahanan sebagaimana dimaksats permintaan Penuntut Umum dapat
. diperpanjang oleh Hakim pengadilan
dalam ayat (1) untuk paling Iam‘rj}legeri paling lama 5 (lima) hari.
10 (sepuluh) hari. (3) Dalam hal jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat|(2)
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(3) Jangka waktu sebagaim

diperlukan  guna

pemeriksaan yang belum seles

atas permintaan Penuntut Umy

dapat diperpanjang oleh Ket

Pengadilan Negeri yang berweng

untuk paling lama 15 (lima bela
hari.

(4) Dalam jangka waktu 25 (dua pul

lima) hari, Penuntut Umum hart

melimpahkan berkas perkara arn

kepada pengadilan negeri.

(5)

dimaksud dalam ayat (4) dilampg

dan berkas perkara
dilimpahkan ke pengadilan nege
maka tersangka harus dikeluark

dari tahanan demi hukum.

dimaksud dalam ayat (2) apaj
kepentinga

Apabila jangka waktu sebagaima

demi hukum
a

AN
ai,
Im
1a
ng
5)

uh
IS
ak

na

ui

belum

ri,

an

nelah berakhir, Anak wajib dikeluarka

AN

Penahanan di tingkat Pengadilan Tingkat |

Pasal 47

Pasal 35

(1) Untuk kepentingan pemeriksaar{l) Dalam hal penahanan dilakuk

Hakim di sidang pengadilan berwen

mengeluarkan surat perintah penah

anak yang sedang diperiksa.

(2) Penahanan sebagaimana dimak
dalam ayat (1) untuk paling lama

(ima belas) hari.(3) Jangka wak

sebagaimana dimaksud dalam ayat

rluntuk kepentingan pemeriksaan
gdang pengadilan, Hakim
arelakukan penahanan paling lama
(sepuluh) hari.

(2) Jangka waktu
stichaksud pada ayat (1) atas permint

1

tbelas) hari.
Dalam hal jangka wakt
bagaimana dimaksud pada ayat
telah berakhir dan Hakim belu

dap

akim dapat diperpanjang oleh ket
pengadilan negeri paling lama 15 (lin

an
di
at
10

sebagaimana

aan
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apabila diperlukan guna kepenting

pemeriksaan yang belum selesai, dqu

diperpanjang oleh Ketua Pengadi
Negeri yang bersangkutan untuk pal
lama 30 (tiga puluh) hari.

amemberikan putusan, Anak waj
dilt<eluarkan demi hukum.
1
asal 36
aIgenetapan pengadilan menge

ngenyitaan barang bukti dalam perka
Anak harus ditetapkan paling lama
(dua) hari.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3) dilampaui d
Hakim belum memberikan putusanny

maka anak yang bersangkutan hag

dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

an
a,

rus

ib

nai
ara
2

Penahanan di

tingkat banding

Pasal 48

(1) Untuk kepentingan pemeriksad

Hakim Banding di sidang pengadilarn

berwenang mengeluarkan surat perin

penahanan anak yang sedang diperik

(2) Penahanan sebagaimana dimak
dalam ayat (1) untuk paling lama
(lima belas) hari.

3)

dimaksud dalam ayat

Jangka  waktu
(2) apab
diperlukan guna kepentinga
pemeriksaan yang belum selesai, d&
diperpanjang oleh Ketua Pengadi
Tinggi yang bersangkutan untuk pali
lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Apabila jangka waktu sebagaim

dimaksud dalam ayat (3) dilampaui

sebagaima

1

Pasal 37

ar{l) Dalam hal penahanan dilakuk
untuk kepentingan pemeriksaan

S

tingkat banding, Hakim Banding dap
taielakukan penahanan paling lama
Sg;:puluh) hari.
Jangka  waktu
stidhaksud pada ayat (1) atas permint
LJj-lakim Banding dapat diperpanjat
oleh ketua pengadilan tinggi palif
lama 15 (lima belas) hari.
n(a‘?') Dalam hal jangka wakt
sebagaimana dimaksud pada ayat
ldan ayat (2) telah berakhir dan Hak
lBanding belum memberikan putusa
"hnak wajib dikeluarkan demi hukum.
\pat

an

ng

na

an

an
di
at
10

sebagaimana

aan
g
g

u
[&
Im
an,
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Hakim Banding belum memberikan
putusannya, maka anak yang
bersangkutan harus dikeluarkan dari

tahanan demi hukum.

Penahanan di Tingkat kasasi

Pasal 49 Pasal 38

. , 1) Dalam hal penahanan terpal
(1) Untuk kepentingan pemeriksa rgjilakukan untuk kepentinga
Hakim Kasasi berwenangpemeriksaan di tingkat kasasi, Hak

mengeluarkan surat perintah penah Sgling lama 15 (lima belas) hari.

anak yang sedang diperiksa. (2) Jangka waktu sebagaima

(2) Penahanan sebagaimana d'maksﬂakim Kasasi dapat diperpanjang o

dalam ayat (1) untuk paling lama 2Ketua Mahkamah Agung paling lama

(dua puluh lima) hari. 20 (dua putly) JEiT
(3) Jangka waktu sebagaimansebagaimana dimaksud pada ayat
dan ayat (2) telah berakhir dan Hak
%asasi belum memberikan putus:
diperlukan guna kepentingarAnak wajib dikeluarkan demi hukum.

dimaksud dalam ayat (2) apabjl

pemeriksaan yang belum selesai, dapat
diperpanjang oleh Ketua Mahkamgh
Agung untuk paling lama 30 (tiga
puluh) hari.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan
Hakim Kasasi belum memberikan
putusannya, maka anak yang
bersangkutan harus dikeluarkan dari
tahanan demi hukum.

7. Perpanjangan penahanan kargna

beberapa alasan

(3) Dalam hal jangka waktu

sa
n
im

Kasasi dapat melakukan penahanan

na

dimaksud pada ayat (1) atas permintaan

eh

[&
Im
AN,
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Pasal 50

(1) Dikecualikan dari jangka wakt
penahanan sebagaimana dimak
dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal
48, 49, gl

kepentingan pemeriksaan, penaha

Pasal dan Pasal
terhadap tersangka atau terdakwa ds
diperpanjang berdasarkan alasan y
tidak dapat dihindark

terdak

patut dan

karena tersangka atau
menderita gangguan fisik atau men
yang berat, yang dibuktikan deng
surat keterangan dokter.

(2)

sebagaimana dimaksud dalam ayat

Perpanjangan penahan
diberikan untuk paling lama 15 (lim
belas) hari, dan dalam hal penaha
tersebut masih diperlukan, dag
diperpanjang lagi untuk paling lama
(lima belas) hari.

3)

sebagaimana dimaksud dalam ayat

Perpanjangan penahan

diberikan oleh;
dala

tingkat penyidikan dan penuntutan;

a. Ketua Pengadilan Negeri

b. Ketua Pengadilan Tinggi

tingkat pemeriksaan di pengadil
negeri;

C.
tingkat

pemeriksaan banding d

kasasi.

Ketua Mahkamah Agung dalam

Didalam UU 11 tahun 2012 tidak a
uIagi perpanjangan.
sud
47,
na
nan
Apat
ang
an
wa
tal

an

an
1)
a

nan

Dat

an

(2)

M

dalam

AN

an

Ha
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4) Penggunaan kewenangan

perpanjangan penahanan oleh pejabat

sebagaimana dimaksud dalam ayat|(3)

dilakukan secara bertahap dan den
penuh tanggung jawab.

(5) Setelah waktu 30 (tiga puluh) ha
walaupun perkara tersebut bell
selesai diperiksa atau belum diput
tersangka atau terdakwa harus su

dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

an

(6) Terhadap perpanjangan penahanan

sebagaimana dimaksud dalam ayat
tersangka atau terdakwa da
mengajukan keberatan kepada :

a. Ketua Pengadilan Tinggi dald

tingkat penyidikan dan penuntutan;

b. Ketua Mahkamah Agung dalam

tingkat pemeriksaan pengadilan neg

dan pemeriksaan banding

(2)

Dat

m

eri

Jika kita melihat perbandingan antara UU 3 ta®@i7ltentang pengadilan

anak dan UU 11 tahun2012 tentang Sistem Peraéittana Anak dapat kita lihat

bahwasanya UU Sistem Peradilan Pidana Anak menapep&rlindungan kepada

anak yang berhadapan dengan hukum namun pada &anggéd masih banyak

anak yang mendekam dalam penjara dewasa karerla sgkuainya jumlah

penjara anak .
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Berdasarkan instrumen internasional yang mengatasalah perilaku
delinkuensi anak, dilihat dari jenis-jenis perilaldelinkuensi anak, dapat
diklasifikasikan ke dalanzriminal offencedan status offenc& Namun, secara
hakiki perilaku delinkuensi anak, hendaknya dilibakan semata-mata sebagai
perwujudan penyimpangan perilaku karena iseng ratncari sensasi, melainkan
harus dilihat sebagai perwujudan produk atau akikatidakseimbangan
lingkungan sosial.

Atas dasar hal tersebut, maka sangatlah tidak tepabila tujuan
pemidanaan terhadap anak disamakan dengan tujuaidgreaan terhadap orang
dewasa. Apa yang diungkapkan para sarjana, baikkaeyang berpandangan
teori pembalasaabsolute maupun teori tujuantilitarian, pada umumnya
pemidanaan dapat dipandang hanya sebagai pengobatdomatik bukan
kausatif yang bersifat personal bukan struktural/fungsioRangobatan dengan
Pidana sangat terbatas dan bersifgragmentaif, yaitu terfokus pada
dipidananya si pembuat (si penderita penyakit). k Epgeventif dan upaya
penyembuhantieatment atau kuriergnlebih diarahkan pada tujuan pencegahan
agar orang tidak melakukan tindak pidana/kejahatan,bukan untuk mencegah
agar kejahatan secara struktural tidak terjadiaffaidyang dijatuhkan yang bersifat
kontradiktif/paradoksal dan berdampak negatif téapapelaku. Oleh karena itu,
tidak heran apabila penggunaan hukum pidana hisgga ini selalu mendapat
kritikan bahkan kecaman, termasuk munculnya parafangadikal yang

menentang hukum pidana sebagaimana dipropagankakemabolisionis.

2 Opcit, Nasir Djamil him.33
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Tujuan pemidanaan tersebut di atas akan lebih baylaapabila yang
menjadi objek adalah seorang anak, yang dalamkamfieya memiliki motivasi
dan karakteristik tertentu yang berbeda dengankpetaang dewasa. Bahkan
masyarakat internasional sebagaimana diungkapkéamd&onvensi Hak-hak
Anak secara tegas menyatakan, bafiva:

" In all actions concerning children, whether undé&ea by public or
private social welfare institution, courts of lawdministrative authorities or
legislative bodies, the best interest of the chitdll be a primary consideratitn
(dalam semua tindakan yang menyangkut anak yamdiuian oleh lembaga-
lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swastaaga peradilan, lembaga
pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terlaamak akan merupakan
pertimbangan utama).

Ada beberapa perbedaaan yang mendasar antara ddi#an Anak dan
UU Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka mekareperlindungan bagi
anak yang berhadapan dengan hukum antara lain:

1. Istilah/Definisi Anak Nakal dan sebagainya digamdingan Anak Yang
Berhadapan Dengan Hukum (12 tahun s/d 18 tahunjgkAWang
Berkonflik Dengan Hukum, Anak Yang Menjadi Korbamdak Pidana,
Anak Yang Menjadi Saksi Tindak Pidana (< 18 tahun).

2. Keadilan Restoratif: penyelesaian perkara tindaldam®h dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/kortseem pihak lain yang

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaiary yatl dengan

3 Op cit, Paulus Hadisuprapto, him. 112
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menekankan pemulihan kembali pada keadaan semala, biikan
pembalasan.

. Diversi: pengalihan penyelesaian perkara tindakmaddengan melibatkan
pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pibak yang terkait untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengamekankan
pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukahglasan.

. Pekerja Sosial Profesional, Tenaga KesejahterasialSo

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA): Lembaga etayat Anak
menjalani masa pidananya.

. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS): Tempansara bagi
anak selama proses peradilan berlangsung.

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LRK8ibaga atau
tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penygseran
kesejahteraan sosial bagi Anak.

. Penambahan Asas Sistem Peradilan Pidana Anak:AsdmdBngan,
Keadilan, Pembinaan dan Pembimbingan Anak, Propuaki Perampasan
Kemerdekaan dan Pemidanaan Sebagai Upaya Terddmghindaran
Pembalasan.

. Klasifikasi hak Anak yang dibedakan atas:

1. Anak dalam Proses Pidana (pasal 3); dan
2. Anak yang menjalani Proses Pidana (pasal 4).

10.Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakardikeaRestoratif

(pasal 5 ayat 1).
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11.Berdasarkan Asas Perlindungan dan Asas Keadilajb wiaupayakan
Diversi (asal 5 ayat 3).

12. Tujuan (pasal 8): mencapai perdamaian antara Rortl@an Anak;
menyelesaikan perkara Anak di luar proses pergdma@nghindarkan
Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong mésyatantuk
berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jee@dda Anak. (pasal
6)

13. Pasal 7 menentukan Diversi dilaksanakan dalantim@k pidana yang
dilakukan:

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujiintadan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

14. Proses Diversi dilakukan melalomusyawarahdengan melibatkan: Anak
dan orang tua/wali, korban dan atau orang tua/{edabila korbannya
anak), Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja |S&s@esional
berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalah diperlukan,
musyawarah dimaksud dapat melibatkan Tenaga Keésegam Sosial,
dan/atau masyarakat (antara lain tokoh agama, gdan tokoh
masyarakat.(pasal 8)

15. Proses Diversi wajib memperhatikan:

a) kepentingan korban;
b) kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
c) penghindaran stigma negatif;

d) penghindaran pembalasan;
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e) keharmonisan masyarakat; dan
f) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
b. Tahapan dalam melakukan diversi antara lain:

a) Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukareiSi
harus mempertimbangkan: a) kategori tindak pidBhamur anak;
c) hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; djadukungan
lingkungan keluarga dan masyarakat.

b) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuanark
dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Adak
keluarganya, kecuali untuk: a) tindak pidana yangrupa
pelanggaran; b) tipiring; c) tindak pidana tanpabko; d) nilai
kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimypnovinsi
setempat. (Pasal 9).

c) Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk: a)gmeaian dengan
atau tanpa ganti kerugian; b) penyerahan kembagade orang
tua/wali; c) keikutsertaan dalam pendidikan atadatpen di
lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tigdaiy atau d)
pelayanan masyarakat. (Pasal 11).

d) Hasil kesepakatan Diversi dituangkan dalam bentesgegakatan
Diversi, kemudian disampaikan secara oleh atasagsimg
pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkpéaneriksaan ke
pengadilan negeri sesuai yurisdiksi dalam wék{tiga) harisejak
kesepakatan dicapai untuk memperoleh Penetapan.

e) Penetapan kesepakatan Diversi harus dilakukangpima 3 hari
sejak diterimanya kesepakatan Diversi, dan Penetapesebut
sudah harus disampaikan kepada Pembimbing Kemé&syana
Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim paling lamai@a} hari
sejak ditetapkan. (Pasall2) .

f) Apabila Proses Diversi tidak menghasilkan kesejaakaatau
Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan maka Pré&sasdilan
Pidana Anak dilanjutkan. (Pasal 13).

g) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakalard waktu
yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan = segera
melaporkannya lgporan sekaligus dengan rekomendasepada
pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkatgpiksaan, dan
Pejabat tersebut wajib menindaklanjuti laporanmabeaktu paling
lama 7 (tujuh) hari. (Pasal 14)

Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum teldbr ditbeberapa

peraturan namun jika kita melihat jumlah anak yarendekam dibalik jeruji besi,
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hal ini membuktikan bahwasanya sistem pemidana&adap anak yang berlaku
di Indonesia belum memberikan perlindungan terpaateak sebagai pelaku.
4.2 Keadilan Substantif dalam Sistem Pemidanaan Arkadi Indonesia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SisteradPan Pidana
Anak merupakan payung hukum bagi anak yang berlaadaengan hukum.
Negara Indonesia adalah Negara hukum, hukum menmputtyuan yakni
mencapai ketertiban masyarakat dan terciptanyailkeaddalam mewujudkan
ketertiban masyarakat dan terciptanya keadilan npeskbu adanya aturan baik
tertulis maupun tidak tertulis. Adapun fungsi ataan adanya aturan/peraturan
guna membatasi kepentingan antara orang yang satyad yang lain sehingga
tidak akan adanya konflik.

Aturan tertulis yang dimaksud adalah undang-undahglang-undang
bisa dilihat sebagai suatu dokumen yang menuntoseprdan perilaku dalam
masyarakat. Banyak lembaga atau kekuatan lain dyamakat yang sebetulnya
juga berfungsi memberikan tuntunan seperti itu,edepdat, kebiasaan, dan
berbagai norma non hukum lainnya. Meski demikiaalamh konteks dan tradisi
Negara dan hukum modern, undang-undang memilikebddedn di atas norma
yang lain itu. Kelebihan itu disebut legalitas degitimitas yang biasanya hanya
diberikan kepada undang-undang sebagai dokumen \dihgsilkan oleh
kekuasaan legislatif sebagai dokumen yang dihasitdeh kekuasaan legislatif
sebagai satu-satunya badan dalam Negara moderndjlaeg wewenang untuk
membuat hukum (undang-undang). Karena itu, biseenigerti mengapa orang

begitu meributkan soal undang-undang. Undang-unddiagggap sebagai satu-
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satunya pintu masuk saat orang berbicara mengekaih Selain itu, lazimnya
orang memahami undang-undang juga sebagai kekua@adhority) yang
mengalirkan kekuatanpéwel). Dari undang-undang mengalir hak, dari situ
muncul kekuatan, wewenang. Ini menyebabkan akgesdeeundang-undang juga
diterima sebagai akses kepada kekué&tan.

Undang-undang dibuat untuk memberikan keadaanb téxtirkeadilan,
persoalannya adalah norma keadilan itu seringagikein atau didapatkan sebagai
hukum positif yang semata-mata bersumber dari &kali manusia. Dalam
keadaan itu bisa terjadi risiko bahwa norma keaddartentangan dengan hukum
positif, norma hukum positif dirumuskan berdasark&al budi manusia semata-
mata tidak mungkin tidak mencerminkan kenyataargyada Seins-Tatsache
Padahal norma keadilan merupakan norma moral yidag mendapatkan nilai
dari kenyataan yang ada, melainkan dari norma y&ebut dengan norma dasar
yang berasal dari sesuatu (instanz) yang tersenddmya, sesuatu yang
mengatasi hal ada manusia. Norma dasar itu disgbutorma keadilan yang
metafisik Die gerechtiggkeitsnorm des metaphysichen {ypas sifatnya tidak
tergantung dari pengalaman manusia. Sebaliknyamadeadilan yang rasional
(Die gerechtiggkeitsnorm des rationalen typtidak mengandalkan suatu instansi
yang transcendental, melainkan bertumpu pada penahaakal manusia
terhadap dunia pengalamnHans Kelsen memulai analisanya dengan norma
keadilan yang rasional, yang rumus pertamanya disgihum cuiqug masing-

masing memperoleh apa yang menjadi haknya). Ruretspannya dalam

" Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, iéreuku kompas, Jakarta, 2010, him:126
> Budiono Kusumohamidjojo dalam Maidin Gultom, Pedlingan Hukum Terhadap anak dalam
sistem peradilan pidana anak di Indonesia, Jakagfka Aditama, him.23
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hubungan antar manusia disebut dengan “aturan gyan@” (the golden rule
yang berbunyi: “jangan lakukan pada orang lain, ygrag kamu tidak mau itu
dilakukan padamu”. Hans Kelsen menilai bahwa runimsus itu sejajar dengan
yang terkenal dengakategorischer Imperatikeharusan yang mutlafdadil
tidak adilnya hukum ditentukan oleh sikap yang didnterhadap hubungan
antara hukum dengan keadilan. Pelaksanaan hukunpet@rapan hukum yang
adil artinya yang sama bagi setiap orang dan yamgalan sesuai dengan
peraturan dan asas-asas hukum, yang tergantungspaétur sosial yang adil,
yaitu masyarakat yang tidak terdapat perbedaan.

Theo Huijbers mengatakan bahwa Thomas Aquinas adpkmikir
pertama yang meletakkan gagasan keadilan dalamneketertentu, yaitu keadilan
distributive ({ustia distributivg sebagai keadilan yang berkenaan dengan
pembagian jabatan, pembayaran pajak dan sebagdiegdjlan legal (justia
legalis) adalah menyangkut pelaksaan hukum umuradile® tukar menuka
(ustia Commutativeadalah yang berkenaan dengan transaksi sepalibél,
dan yang diletakkan diametral dengan keadilan bateshdam (justia
vindicativa)’® Pada akhirnya tidak dapat dilepaskan persepsi saijgk hukum
tentang keadilan sebagai suatu gagasan yang pholiayakdapat dirasakan secara
subjektif. Dikatakan demikian karena setiap pribadimiliki hati nurani yang

berperan sebagai instansi moral dan mampu memarsswugtu sebgai benar

"®bid., him 23.

" Mulyana W.Kusumah dalam Maidin Gultom, Perlindum¢sukum Terhadap anak dalam sistem
peradilan pidana anak di Indonesia, Jakarta, R&fditama, Op.cit., him. 26.

8 Theo Huijbers dalam dalam Maidin Gultom, Perlingam Hukum Terhadap anak dalam sistem
peradilan pidana anak di Indonesia, Jakarta, R#fktama, him.23
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atau tidak bena’Rasa keadilan senantiasa relatif sifatnya, karesa keadilan
tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan pribadigsanbjek hukum, sedangkan
sebagai pribadi, manusia senantiasa mendapatkaryadiberada dalam suatu
kerangka tata nilai, baik tata nilai yang diperolgh sejak lahir, maupun tata nilai
karena belaja®Hakim dapat memainkan peranannya yang besar dalam
mempertegas dan memperlakukan rasa keadilan llagaemana yang dapat dia
cerminkan dalam keputusan-keputusan pengadilana Readilan yang merata
adalah soko guru dari konseime rule of law Sebaliknya jika terdapat
kesenjangan yang berarti antara rasa keadilan getup dalam diri hakim dan
rasa keadilan masyarakat, terdapat juga resiko datepercayaan masyarakat
kepada hakim berkurang. Semakin besar kesenjangaraaasa keadilan hakim
dan rasa keadilan masyarakat, semakin besar jumgkati ketidakperdulian
masyarakat terhadap hukum dan juga sumber darieimrngnya kebiasaan
untuk main hakim sendiri yang pada akhirnya akarmbera dalam anarkf.
Prinsip fundamental keadilan adalah pengakuan ba®waia manusia memiliki
martabat yang sama, dengan hak-hak dan kewajibaajiban fundamental yang
sama, tanpa dibeda-bedakan atas jenis kelamin,awarit, suku, agama, atau
status sosialny

Peranan hukum dalam masyarakat yang bebas talahforce the truth

and justice yakni menegakkan kebenaran dan menegakkan kealdid ini dapat

" Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap and&missistem peradilan pidana anak di
Indonesia Op.cit.Maid, him. 23

80 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap and&missistem peradilan pidana anak di
Indonesia Op.cit.Maid, him. 24

®! Ipid., him. 24

%2 Ibid, him. 24
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terwujud apabila penegakan hukum dilakukan tangén asih, tidak ada
diskriminasi dan tidak bersifat berat sebelah ataparsial. Penegakan hukum
dilakukan  tanpa mempersoalkan akibat hukum  yang atutikan
menyenangkan.mengerikan atau tidak. Penegakan hykgandilakukan tidak
bertentangan dengan kebutuhan, kesadaran dan ilk@tertmasyarakat.
Pemenuhan rasa adil tidak dapat diabaikan dalamarhukarena sifat tersebut
tumbuh secara spontan dalam hati manusia, bahwarhokerupakan pernyataan
keadilan, dimana hukum yang tidak adil itu bukarkum. Theo Huijbers
memberikan alasan penunjang sebagai berikut: fagRetah-pemerintah Negara
manapun selalu membela tindakannya dengan menpakan keadilan yang
nyata didalamnya; (b) Undang-undang yang tidak kdegi dengan prinsip-
prinsip keadilan sering kali dianggap using dan liekaku lagi : (c) Bertindak
secara tidak adil, bertindak diluar wewenang, tisat>

Hakim, hukum dan keadilan merupakan suatu integyidastara idealism
normatis dan aksi manusia, ketiganya merupakarersysapabila ketiga tidak
berjalan seimbang maka yang terjadi pada umummaala kepincangan-
kepincangan yang modus dan kemasannya destruktifdighumanistik, dan
kemudian seseorang dan publik mudah menarik kesampatau menciptakan
estimasi, bahwa dibalik ketidakseimbangan antakanhahukum, dan keadilan,
telah terjadi suatu permainan dan “proyek dramsitig@ng masih berkedok demi

menjalankan tugas, termasuk didalamnya adalah toékjEn putusan hukufi.

8 Theo Huijbers. Filsafat Hukum. Yogyakarta:Kanisiii891, him. 72.
8 Abdul Wahid. Menggugat Idealisme KUHAP. Bandungsta, 1993, him, 15.
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Supremasi hukum mengandung makna supremasi nif@emasi hukum
pada hakikatnya mengandung makna bahwa dalam kendkebangsaan harus
dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang mewgi hukum dan menjadi
tuntutan masyarakat antara lain:"tegaknya nilaidikaea, kebenaran,kejujuran,
dan kepercayaan antar sesame”;tegaknya nilai-kdmanusiaan yang beradab
dan penghargaan.perlindungan HAM; tidak adanya gdahgunaan
kekuasan/kewenangan; tidak adanya praktik favotédislan korupsi, kolusi dan
nepotisme. Nilai-nilai supremasi hukum itu seyogererwujud dalam seluruh
tatanan kehidupan bermasyarakat/bernegara, artiiolgk hanya diwujudkan
keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial, keadipolitik, dan keadilan di
seluruh bidang kehidupan lainnya. Tidak ada peigaiaaan kekuasan politik,
penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan sebagaingaf#ak ada praktik
favoritism(pilih kasih) di semua bidang kehidup&n.

Menurut  Muladi, indikator dari hubungan hukum damgkeadilan
substantif antara lain adalah: (a) Tujuan hukumu$anerupakan kombinasi
antara perlindungan masyarakat, kejujupaoceduraldan keadilarsubstantive;
(b) Diskresi yang terkendali dan tidak bersifat ipois, dibatasi oleh hukum dan
berorientasi pada tujuan secara sistemik; (c) Reragn paksaan secara ekstensif
dengan kendali yang lemah lemah harus dikurangnd&ke hukum yang jelas
serta penggunaan insentif yang luas dikembangkdnmenjaga keselarasan,
keserasian dan keseimbangan antara moralitas kdmuoealitas kelembagaan

dan moral sipil; (e) Integrasi antara aspirasi mkdan politik; (f) Kritik jangan

8 Barda Nawawi Arief. Op.cit., him. 10-11
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semata-mata dilihat sebagai ketidaksetiaan atdoydliy.®® B. Arief Sidharta

mengemukakan bahwa keadilan menuntut bahwa setiapg atanpa kecuali
berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan apa gavajibkan kepadanya oleh
hukum, pengertian hukum di sini tidak selalubefiauttum positif’

Hukum dan keadilan harus ditegakkan. Hukum danileagang hendak
ditegakkan itu adalah : hukum yang berlandaskarbsurRancasila, UUD 1945
serta segala hukum dan peraturan perundang-undaagantidak bertentangan
dengan sumber hukum yang benar-benar sesuai demigaumilai keasadaran
yang hidup dalam masyarakat. Keadilan yang hendagakkan tak lain adalah
nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah PaneasdUD 1945 serta segala
nilai-nilai yang terdapat pada hukum dan perundamgangan yang lain, nilai-
nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilasyarakat.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hNlegara hal mana
penempatan Pancasila sebagai segala sumber hukgenaNsgalah sesuai dengan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik éstkoiTahun 1945 yang
menempatkan Pancasila sebagai dasar Negara, sehsegigp materi muatan
peraturan perundang-undangan tidak boleh berteatadgngan nilai-nilai yang
terkandung dalam pancasifaLima sila dalam pancasila itu adalah :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa; Nilai-nilai sila pertanaadasila adalah salah
satu pencerminan dari nilai-nilai bangsa indonesagious bahkan

kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas @hknbigisifat mutlak,

8 Maidin Gultom, Op.cit., him. 26.

87B. Arief Sidharta. Filsafat Hukum Pancasila. BamgtuJniversita Katolik Parahyangan, him 6-7
8 Marwan Effendy. Sistem Peradilan Pidana Tinjauarh@dap Beberapa Perkembangan Hukum
Pidana, Jakarta, 2012, him 1
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karena hakim untuk menegakkan hukum dan keadilardabarkan
pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasadilde rakyat
indonesia. Selain itu demi keadilan berdasarkanheetan yang maha esa
adalah suatu refleksi bahwa peradilan indonesiaktiderdasarkan
ketentuan bersifat sekuler namun juga sekaliguspat nilai religi. Selain
baik dalam kode etik mau sumpah/janji profesi hulkadalah berdasarkan
agamnya masing-masing. Namun yang perlu dipertigiteam bahwa
pemeluk agama di indonesia adalah plural, tidaky&aerdiri dari satu
golongan agama saja sehingga tidak dapat meneraphkmn dalam
konteks berdasarkan pemahaman dari satu golongamaagsaja.
Penjelasan pasal 4 UU No. 4 tahun 2004 menyebuihwa ketentuan
yang menentukan bahwa peradilan dilakukan demiikeatierdasarkan
ketuhanan yang maha esa adlah sesuai dengan Ubdalagg Dasar
Tahun 1945 yang menentukan: Negara berdasarkahdwetn yang maha
esa; Negara menjamin kemrdekaan tiap-tiap penduchikk memeluk
agama masing-masing dan untuk beribadat menurutmaga dan
kepercayaan itu. Untuk kekhasan religiusitas imdad tiodak membuat
hanya berdasar satu agama saja namun juga tidah damudian
membuat kekhususan dalam satu agama menjadi taraliggsi dalam
rekontruksi lembaga peradilan.

. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; nilai-nilai sledua Pancasila
dapat terefleksi dalam perlindungan hak asasi siandalam lembaga

peradilan indonesia. Sebenarnya indonesia yang §afpagai anggota

87


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

perserikatan bangsa-bangsa semestinya sudah measkq@erlindungan
HAM sebagaimana deklarasi universal tentang hagi asanusia sejak era
orde lama. Saat ini bahkan setelah amandemen unatelayng dasar 1945
telah banyak memasukkan perlindungan hak-hak asasusia sebagai
bagian dari hak konstitusi. Bahkan sebelumnya jigah ada undang-
undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi naarBe&hkan saat ini
juga ada beberapa kovenan dan konvensi internasioeatang
perlindungan hak asasi manusia yaitu konvenannasgonal tentang hak-
hak ekonomi, sosial dan budaya, konvenan tentatghala sipil dan
politik, konvensi internasional international tamjapenghapusan semua
bentuk diskriminasi terhadap perempuan, konvensiemiang penyiksaan
dan perlakuan penghukumannya yang merendahkan bagrtddak
manusiawi dan kekejaman lainnya. Konvensi-konvemsiberimplikasi
bahwa seharusnya lembaga peradilan ini sudah mé&kesuisu-isu
perlindungan hak asasi manusia dan peka juga tphad gender. Dalam
lembaga peradilan saat ini masih terdapat upayasapafang lebih
cenderung diberikan hanya berdasarkan deskrespakrmikum. Belum
banyak yang menganut upaya paksa yang mempehgki and balance.
Terlebih bahwa proses upaya paksa masih ada ydadgrielalui lembaga
peradilan dalam hal imhagistrateyang bisa berarti hakim atau jaksa. Saat
ini banyak ketentuan penggunaan upaya paksa bala partimbangan

deskresi dari penyidik semata.
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3. Persatuan Indonesia; Nilai-nilai sila ketiga Paitaa3ersatuan indonesia
tidaklah berarti nasionalisme dalam arti sempittuydianya cenderung
kepada kepentingan indonesia semata. Saat ini daksatupun negara
yang bisa terlepas dari isu globalisasi. Terlebidt $tu ada kecenderungan
kejahatan terorganisasi yang lintas negara. Namatawgun ada isu
globalisme tentu harus diseimbangkan dengan kemmamti nasional
indonesia, khususnya lemabag peradilan agar tidakktel kepada
kepentingan kapitalis internasional.

4. Nilai-nilai sila keempat pancasila Sila keempatd2aila adlah kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan inti sari dari nilaanilsila keempat ini
adalah bermusyawarah. Saat ini ada trend di mdsytardebih
mengedepankan pidana sebagai premium remidium pbdabara asas
pidana lebih bersifat ultimum remidium/last reaqudlya terakhir. Padahal
aspek musyawarah bisa terlihat dari mekanisme pa&nagang lebih
mengedepankan penyelesaian sengketa alternatif umaupediasi.
Akibatnya dalam beberapa aspek karena penyelesdiinih
mngedepankan pidana maka penjara-penjara menjaghpe

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. iMilai sila kelima
Pancasila
untuk merekontruksi lembaga peradilan saat iniupéipertimbangkan
sistem keadilan retributif yang saat ini masih lznyianut dalam

ketentuan perundang-undangan indonesia sepertb Kitadang-Undang
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Hukum Pidana, Acara Pidana. Konsekkuensi dari dmyau keadilan
retributif ini adalah lebih utama orang yang dikearasanksi pidana badan
seperti penjara dibanding dengan aspek pengemimdiapemulihan aset.
Untuk terciptanya suatu keadilan sosial di Indamesimpaknya perlu
suatu studi dan penerapan secepatnya agar Indotidsia semata
menerapkan keadilarretributif namun juga menggunakan keadilan

reformatif.

Di Indonesia cara menegakkan hukum dan keadilankuahak yang
berhadapan dengan hukum telah ditentukan pedoatarcara pelaksanaan dan
asas-asas prinsip hukumnya dalam KUHAP, Undang-tmddomor 11 tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yseratlainnya yang
menyangkut hukum acara. Dalam menegakkan hukumkeadilan merupakan
wilayah dari aparat penegak hukum, meskipun ddlenmdang-Undang Nomor
11 tahun 2012 pasal 81 angka 5 tentang Sistem iRer&d&dana Anak telah
menentukan bahwasanya pidana penjara merupakana ufggkhir dalam
menjatuhkan pidana terhadap anak yang berhadapgamdéukum namun tidak
demikian dalam kenyataannya, hal ini bisa kita tlihdari data data
Kemenkumham tahun 2012, 6.505 anak tersebar dLdfas di Indonesia
diajukan ke pengadilan dan 4.622 anak diantaraagfisi mendekam di dalam
penjara dan berdasarkan Direktur Bimbingan Kema&ygdan dan Pengentasan
Anak Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum damMHKemenkumham)
pada tahun 2015 ,anak-anak yang berada di lingkungan dan lapas jumlahnya

3.812 orang. Anak-anak yang dilakukan diversi a@2% orang. Total ada sekira
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10 ribu anak (berhadapan dengan hukum), termasuiekaeyang sedang
asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti jelabgsd?adahal jumlah lembaga
pemasyarakatan anak di Indonesia masih terbataslLdarbaga Pembinaan
Khusus Anak (LPKA) seperti apa yang diamanatkaardaUndang-Undang no
11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Avaskl 84, hanya ada
beberapa dan baru saja diresmikan pada tahun 2&d&hal dalam pasal 108
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ncafi@nt 2012 harus sudah
berlaku setelah 2 tahun kemudian. Dengan tidakas®g jumlah LPKA yang
ada di Indonnesia menyebabkan anak-anak yang dierjarus berkumpul
dengan penjara dewasa sehingga bukan memberikaomiank yang baik
melainkan bukan anak bertambah baik melainkarlikaia.

Salah satu perbuatan tindak pidana yang dilakukeh anak yakni
melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umuawBEpada hari Senin
tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib, anakoka telah dihubungi oleh
Anak dan menyuruh anak korban menunggu dirinyaimip8ng Tabing. Bahwa
sebelumnya anak korban telah menjalin hubungan r@acaengan Anak.
Selajutnya anak korban menunggu Anak di Simpangingabbeberapa saat
kemudian datang Anak dan mengajak anak korbankeaitas bus kota tempat
Anak bekerja sebagai kenek. Anak membawa anak Rotbagga magrib
kemudian Anak membawa anak korban ke rumahnya th Radang. Di rumah
Anak, anak korban dikenalkan kepada kedua orangAt#k. Selanjutnya pada
malam itu anak korban menginap di rumah Anak. Sawakak korban sedang

tidur sekira pukul 02.00 wib, tanpa sepengetahuslué orang tua dan kakaknya,
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Anak masuk ke dalam kamar dimana anak korban tilada waktu itu anak
korban terbangun dan menyuruh Anak keluar. NamuakAidak mau melainkan
langsung mencium pipi dan bibir anak korban. Sarbbkikata bahwa dirinya
mencintai anak korban dan akan bertanggungjawab @gebuatannya kepada
anak korban . Kemudian Anak meraba payudara analzakodan membuka
pakaian dan celana yang dikenakan anak korbanelaBetnak korban dalam
keadaan tidak menggunakan busana, Anak melepaskdananoya lalu
memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamék &orban . Sehingga anak
korban merasa kesakitan namun Anak malah menggoygagangkan
kemaluannya tersebut dan sewaktu Anak hendak mergah sperma, Anak
mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin at@kan dan menumpahkan
spermanya ke atas karpet. Bahwa malam itu, penbuataebut dilakukan oleh
Anak kepada anak korban sebanyak 3 kali dan keesukanya Anak membawa
anak korban di daerah Imam Bonjol. Sewaktu sedargda di daerah Imam
Bonjol, anak korban dijemput oleh keluarganya keianudanak korban
menceritakan peristiwa tersebut kepada keluargakgenudian orang tua anak
korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pdhslanjutnya terhadap anak
korban diambil visum dan berdasarkan hasil visumregiertum Nomor :
VER/422/V/2015/ RUMKIT tanggal 13 Mei 2015, yang bdat dan
ditandatangani oleh Dr. Mursof Saladin Sp.OG dokpada Rumah Sakit
Bhayangkara Padang.

Dalam kasus posisi diatas, jaksa menuntut dakwaealanggar pasal 81

ayat (2) UU 35 tahun 2014 ttg Perubahan atas UW2Ndahun 2002 ttg
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Perlindungan Anak . Putusan Hakim Pengadilan Nedgadang Nomor.
20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg menyatakan Anak tersdiatas, terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak piddengan sengaja
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongaru ateembujuk anak
melakukan persetubuhan dengannya” sesuai dengamadakJaksa Penuntut
Umum dan hakim menjatuhkan pidana penjara selafsat) tahun 10 (sepuluh)
bulan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntutmaryang menuntut dan denda
sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiemyan ketentuan apabila
denda tidak dibayar harus diganti dengan pidanangan selama 2 (dua) bulan.

Didalam kasus diatas, hakim mempertimbangkareragia hal, antara
lain:

a. pasal 81 angka 5 UU 11 tahun 2012 yang menentukan
bahwasanya pidana penjara terhadap anak hanya a#teyun
sebagai upaya terakhir. Hakim bisa menggunakannpigekok
lain yakni pidana dengan syarat ( pembinaan dileanbaga,
pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kdga
pembinaan dalam lembaga) dengan demikian anak wyemgadi
pelaku dapat memperoleh ilmu pengetahuan, pengaldtaga
yang sesuai dengan usianya sehingga anak dapat erwdeip
pekerjaan yang layak, meningkatkan kepedulian peetiatan
kemasyarakatan yang bersifat positif

b. seharusnya pidana denda bukan diganti dengan pidanagan

melainkan dengan pelatihan kerja karena hal inaktidesuai

93


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

dengan pasal 71 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 201trign
Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan apalailam
hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pemjdan
denda, pidana denda diganti dengan pelatihan.kerja

. Hendaknya hakim juga melihat hal-hal lain yang dapa
meringankan antara lain dari kesaksian dari saksban dan
pelaku bahwasanya mereka dalam melakukan hubutigak ada
paksaan. Dan melihat apa yang melatarbelakangi kyela
melakukan tindak asusila baik dari pendidikan,aatan ekonomi.
Dalam hal ini pelaku masih usia 16 tahun yang rseimya anak
(pelaku) duduk dikelas I SMA namun dia harus bekegbagai
kenek bis hal ini anak (pelaku) lakukan untuk mentba
keluarganya yang mana pekerjaan ini tidak bolehkdkan oleh
seorang anak. Dalam menjalankan pekerjaannya, aetu
berinteraksi dengan orang dewasa yang seharusraka raasih
memiliki waktu untuk bermain dan belajar sehinggalka(pelaku)
mencontoh apa yang dilakukan oleh orang dewasainSél
dalam putusan tersebut orang tua menyatakan balasid mampu
untuk membimbing dan mendidik anak dimasa yang alkdang.
Dengan demikian hakim hendaknya melihat faktor yang
melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana dadasarkan
keadilan substantif yakni keadilan terkait dengatusan hakim

dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu erkang
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harus dibuat berdasarkan perimbangan kejujuranekbbitas,
tidak memihak, tanpa diskriminasi dan berdasarkam turani.
Sehingga anak (pelaku ) juga mendapatkan pelaku.

Mahkamah Agung dan peradilan di indonesia adalahyglenggara
kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan ngmagamerdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukonkedadilan berdasarkan
Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Rieptionesia ®° Peradilan
yang dimaksud adalah semua peradilan yang ada ldiyaki NKRI harus
menerapkan dan keadilan berdasarkan Pancasila.aDatgmikian jelas bahwa
hakim dalam memutus suatu perkara harus membenkdansan yang adil
berdasarkan Pancasila. Hakim wajib menggali, menigikan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam mrasat dan dalam
mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakimbwajemperhatikan pula
sifat yang baik dan jahat dari terdakia.

Para hakim didorong untuk menggali rasa keadilabstantif
(substantive justige di masyarakat daripada terbelenggu ketentuan ngada
undang pProceduraljusticed. Keharusan mencari keadilan substansial ini selai
dibenarkan UUD 1945 pada pasal 24 juga dimuatnddiarbagai UU yang
terkait langsung dengan penegakkan hukum. UU Nolr&dun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi. Pasal 45 Ayat 1 berbunyi, "kanah Konstitusi
memutus perkara berdasar Undang UUD Republik InflanEahun 1945 sesuai

dengan alat bukti dan keyakinan hakim.” Pasal itenyebutkan, bukti dan

8 pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahs t2Bitan Kekuasaan Kehakiman
% pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tenékui&saan Kehakiman
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keyakinan hakim harus menjadi dasar putusan untekegakkan keadilan
substantif, apalagi jika pihak yang beperkara jgtess memintax aequo et bono
(putusan adil). MK dalam memutus perkara diharuskancari keadilan substatif
yang terdapat dalam UUD 1945, prinsip-prinsip kibast, UU, dan peradilan
yang diakui keberadaannya. Tidak hanya bunyi pessd&l aturan tetapi juga
“jiwa” yang menjadi dasar pembentukkantysarena Bagi MK nilai keadilan
yang ingin dicapai tidak semata-mata sebuah kaagiocedural, yakni keadilan
yang “dibaca” melalui teks rumusan UU semata. Keadyang ditegakkan adalah
keadilan yang substansial, hakiki, dan dirasakah glublic sebagai keadilan
sesungguhnya. Rasa keadilan yang diakui dan “hidliptialam masyarakat.
Keadilan itu tidak hanya milik mayoritas tetapi gugnelindungi minoritas.
Ukuran utama keadilan itu adalah rasa penerimdaakgpihak terhadap putusan.
Dalam setiap putusan pasti terhadap putusan. Dsddilapp putusan pasti terdapat
pihak-pihak yang kecewa, namun jika mereka meneguotasan tersebut karena
telah melalui proses peradilan yang jujur, trarspadan terbuka untuk umum,
maka menerima pihak-pihak tersebut sudah mendekakiegpada nilai-nilai
keadilan yang diharapkart?

Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kmbakberbunyi,
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yanglekae untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukaonkegadilan berdasarkan
Pancasila, demi terselenggaranya Negara HukumdRjeRsan pasal itu, antara

lain berbunyi ... Kebebasan dalam melaksanakan nemwgeyudisial bersifat tidak

%1 Laporan tahunan Mahkamah Konstitusi, Mengawal Dieas) menegakkan Keadilan
Substantif, him. 11.
%2 bid.,hal.11
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mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakk#curh dan keadilan
berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya menkamiasa keadilan rakyat
Indonesia.

Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof. Dr. Bagiranén,
mengemukakan bahwa hakim bukanlah mulut undangagndtau mulut hukum
positif pada umumnya, melainkan hakim adalah mudepatutan, keadilan,
kepentingan umum dan ketertiban umum. Apabila @g@er aturan hukum akan
bertentangan dengan kepatutan, keadilan, kepentiogaum, atau ketertiban
umum, hakim wajib memilih kepatutan, keadilan, kd@pwan umum, dan
ketertiban umum.

Melihat jumlah anak yang ditahan menunjukkan balawarat penegak
hukum dalam hal ini hakim terkesan terlalu cepdardamemaknai anak yang
melakukan tindak pidana sama dengan orang deveaspngelakukan kejahatan
tanpa melihat anak yang melakukan suatu tindaknpiddipandang sebagai
korban, seharusnya pada proses persidangan mersggiiam-dalamnya agar
ditemukan nilai keadilan substant$upstantive justigedi masyarakat dengan
begitu hakim-hakim tidak akan terbelenggu dengaen yang ditetapkan dalam
teks undang-undangprocedural justice)dan lebih memilih konteks hukum

daripada mengedepankan teks UU.

Sebagaimana MK dalam menegakkan nilai-nilai sulsgshn dari

penegakkan keadilan itu menciptakan perkembangag pasat terhadap ranah

keilmuan hukum di Indonesia dan putusan-putusan bikembang dan
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menciptakan “embrio-embrio” baruputusan sehinggasje-jenis putusan MK
selama 6 tahun berdirinya sangat beragam dan jutgk terpaku kepada
ketentuan UU. Terdapat jenis putusan konstitusidmeasyarat (conditionally
constitusional), inkonstitusional bersyarat (coiodially unconstitutional),
putusan sela dalam pengujian UU, putusan yang kwerkurut dan lain
sebagainyd® Seyogyanya hakim-hakim yang ada di indonesia daystcontoh
MK dalam memutus suatu perkara.

Dengan banyaknya anak yang berhadapan dengan hygagmmendekam
di penjara dan putusan pidana anak diatas memiamktiahwa hakim anak di
Indonesia dalam memutus perkara masih banyak yasmggunakan keadilan
prosedural dan masih mengabaikan keadilan subfssghingga masih banyak

pihak-pihak merasakan kekecewaan atas putusandyjatighkan.

% bid.,him.11
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1.

Sistem pemidanaan anak yang berlaku di Indankslum memberikan
perlindungan terhadap anak sebagai pelaku. Habisa kita lihat dari
jumlah anak yang mendekam didalam Lembaga Perjalani tidak sesuai
apa yang diamanatkan didalam UU nomor 11 tahur? 28dtang Sistem
Peradilan Pidana Anak berdasarkan asas perampasaardekaan dan
pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaasasan, jumlah
Penjara Anak yang tidak sesuai sehingga anak ygemjdra ditempatkan
di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa juga &dalaisdengan pasal 3
huruf b UU nomor 11 tahun 2012 bahwasanya anakg yditahan
dipisahkan dari orang dewasa dan memperoleh p&adidelama anak
dipenjara. Didalam UU nomor 11 tahun 2012 pasah®dk yang dijatuhi
pidana penjara ditempatkan di Lembaga PembinaasushAnak (LPKA),
sedangkan dalam The Beijing Of Rules menentukawasdinya pemidaan
terhadap anak harus melihat kepentingan tebaikadreak.

Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeringadamor. 20Pid/Sus-
Anak/2015/PN.Pdg sistem pemidanaan anak di indariedum memenuhi
keadilan substantif karena pidana penjara digunakbagai upaya terakhir
dan dari persidangan itulah hakim hendaknya menggdalam-dalamnya

agar ditemukan nilai keadilan substantif di masyarraSehingga dalam
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memutus suatu perkara selain berdasarkan keadibasegural juga melihat
keadilan substantif dam melihat kepentingan terldaak)i anak, karena
keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis stgpitfaktor-faktor lain
yang melatarbelakangi anak melakukan tindak piddrsak secara
pendidikan, sosial, ekonomi dan keluarga.

5.2Saran

1. Sistem pemidanaan anak di indonesia hendaknya mmkaip@n
kepantingan terbaik bagi anak sehingga anak tidakami yang ditahan dan
memberikan hak-haknya sebagaimana yang telah daksan dalam
undang-undang walaupun anak itu ditahan. Selaipetlu dengan segera
mengeluarkan peraturan pelaksana dari Undang-Un8#&stgm Peradilan
Pidana Anak karena sampai saat ini peraturan gmtakya belum ada.

2. Hakim hendaknya dalam memutus suatu perkara medmarakeadilan
substantif, menggunakan sumber hukum yang hiduplaiid masyarakat
dan berdasarkan Pancasila sehingga putusan ygatuh#an dapat

meberikan keadilan bagi para pihak.
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PUTUSAN
Nomor 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas | A Padang yang mengadili perkara pidana Anak
dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama : PARNO PGL. N
TERDAKWA.

Tempat lahir : Padang.

Umur / tanggal lahir : 16 tahun/ 14 Desember
1999.

Jenis kelamin p Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kota Padang

Agama : Islam.

Pekerjaan 3 Knek bus kota.

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :
A.Penangkapan oleh Penyidik tanggal 13 Mei 2015;
B.Anak ditahan:
e Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015;
e Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai
dengan tanggal 27 Mei 2015;
e Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2015;
e Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan
tanggal 7 Juni 2015;
¢ Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 8 Juni
2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
Anak didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama ; 1. Riefa Nadra,
S.H, 2. Harlina, S.H, 3. Mukti Ali Kusmayadi Putra, S.H. 4. Syofiarni, S.H, 5.
Nur'aisyah ,S.H., M.H dan 6. Helmi Latifah,S.H, 7. Meri Anggraini.Z,S.H.I dan 8.
Jefrinaldi, S.H Lembaga Advokasi Pemberdayaan Perempuan & Anak “ LAPPAN
“ berkantor di Jalan Raden Saleh No. 49 A Kota Padang yang berdasarkan surat
penetapan Penunjukkan dari Hakim Pengadilan Negeri Padang yang
menyidangkan perkara ini dengan Nomor 30/Pid.Sus-Anak.BH/2015/PN.Pdg
tertanggal 4 Juni 2015;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor: 20/Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;
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Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

e Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 20/Pen.Pid-
Sus-Anak/2015/PN.Pdg, tanggal 29 Mei 2015 tentang penunjukan
Hakim;

¢ Penetapan Hakim Nomor 20Pen.Pid-Sus-Anak/2015/PN.Pdg tanggal 29
Mei 2015, tentang Penetapan hari sidang;

¢ Hasil penelitian kemasyarakatan;

e Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat,
Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan
Persetubuhan Dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 81 ayat (2) UU 35 tahun 2014
ttg Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 ttg Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2
(dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam
tahanan dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan denda
sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan
kurungan.

3. Menetapakan barang bukti berupa :

1 helai celana jeans panjang warna merah Hermes;

1 helai baju kaos warna hijau tidak ada merek bertuliskan di punggung PB
Sari Mulya;
* 1 buah Bra (BH) warna ping tidak ada merek;
Dikembalikan kepada anak korban.
e 1 helai celana dasar kain ukuran tiga perempat (hingga lutut) warna hitam

merek Hengseng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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e 1 helai karpet berbulu warna abu abu dengan lebar 1 meter dan panjang

lebih kurang 2 meter;
e 1 helai kain sarung motif petak petak warna hijau abu abu dan hitam.

Dikembalikan kepada Anak .

4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang
pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Anak usianya masih muda
serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak
dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

e Bahwa ia Anak pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 atau setidak
tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah Anak di
Kota Padang atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa
dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya
atau dengan orang lain, terhadap anak korban (umur 14 tahun,)

perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
Berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib, anak
korban telah dihubungi oleh Anak dan menyuruh anak korban menunggu dirinya
di Simpang Tabing. Bahwa sebelumnya anak korban telah menjalin hubungan
pacaran dengan Anak. Selajutnya anak korban menunggu Anak di Simpang
Tabing, beberapa saat kemudian datang Anak dan mengajak anak korban naik
ke atas bus kota tempat Anak bekerja sebagai kenek. Anak membawa anak
korban hingga magrib kemudian Anak membawa anak korban ke rumahnya di
Kota Padang. Di rumah Anak, anak korban dikenalkan kepada kedua orang tua

Anak. Selanjutnya pada malam itu anak korban menginap di rumah Anak.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 20/Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Sewaktu anak korban sedang tidur sekira pukul 02.00 wib, tanpa

sepengetahuan kedua orang tua dan kakaknya, Anak masuk ke dalam kamar
dimana anak korban tidur. Pada waktu itu anak korban terbangun dan menyuruh
Anak keluar. Namun Anak tidak mau melainkan langsung mencium pipi dan bibir
anak korban. Sambil berkata bahwa dirinya mencintai anak korban dan akan
bertanggungjawab atas perbuatannya kepada anak korban . Kemudian Anak
meraba payudara anak korban dan membuka pakaian dan celana yang
dikenakan anak korban . Setelah anak korban dalam keadaan tidak
menggunakan busana, Anak melepaskan celananya lalu memasukkan alat
kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban . Sehingga anak korban merasa
kesakitan namun Anak malah menggoyang goyangkan kemaluannya tersebut
dan sewaktu Anak hendak mengeluarkan sperma, Anak mengeluarkan alat
kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan menumpahkan spermanya ke

atas karpet.

Bahwa malam itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak kepada anak korban
sebanyak 3 kali dan keesokan harinya Anak membawa anak korban di daerah
Imam Bonjol. Sewaktu sedang berada di daerah Imam Bonjol, anak korban
dilemput oleh keluarganya kemudian anak korban menceritakan peristiwa
tersebut kepada keluarganya. Kemudian orang tua anak korban melaporkan
peristiwa tersebut kepada polisi. Selanjutnya terhadap anak korban diambil
visum dan berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : VER/422/V/2015/
RUMKIT tanggal 13 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mursof
Saladin Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan
kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban perempuan berusia
empat belas tahun ini, terdapat luka robek pada selaput dara pada angka empat
dan enam sampai ke dasar berwarna kemerahan disesuaikan dengan angka

pada jarum jam.

e Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 81 ayat
(2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Direktori'Putusan’ Mahkamah /Agung-Republik'Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
e Bahwa ia Anak pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 atau setidak

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah Anak di
Kota Padang atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa
dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang
lain, terhadap anak korban (umur 14 tahun,) perbuatan terdakwa
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
Berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib, anak
korban telah dihubungi oleh Anak dan menyuruh anak korban menunggu
dirinya di Simpang Tabing. Bahwa sebelumnya anak korban telah menjalin
hubungan pacaran dengan Anak. Selajutnya anak korban menunggu Anak di
Simpang Tabing, beberapa saat kemudian datang Anak dan mengajak anak
korban naik ke atas bus kota tempat Anak bekerja sebagai kenek. Anak
membawa anak korban hingga magrib kemudian Anak membawa anak korban
ke rumahnya di Kota Padang. Di rumah Anak, anak korban dikenalkan kepada
kedua orang tua Anak. Selanjutnya pada malam itu anak korban menginap di
rumah Anak. Sewaktu anak korban sedang tidur sekira pukul 02.00 wib, tanpa
sepengetahuan kedua orang tua dan kakaknya, Anak masuk ke dalam kamar
dimana anak korban tidur. Pada waktu itu anak korban terbangun dan
menyuruh Anak keluar. Namun Anak tidak mau melainkan langsung mencium
pipi dan bibir anak korban. Bahwa anak korban memalingkan wajahnya dan
menolak dicium oleh Anak namun Anak memaksa kehendaknya dengan cara
meraba payudara anak korban dan membuka pakaian dan celana yang
dikenakan anak korban. Setelah anak korban dalam keadaan tidak
menggunakan busana, Anak membuka celananya lalu memasukkan alat
kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban . Sehingga anak korban merasa
kesakitan namun Anak malah menggoyang goyangkan kemaluannya tersebut
dan sewaktu Anak hendak mengeluarkan sperma, Anak mengeluarkan alat
kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan menumpahkan spermanya ke

atas karpet.

Bahwa malam itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak kepada anak korban
sebanyak 3 kali dan keesokan harinya Anak membawa anak korban di daerah
Imam Bonjol. Sewaktu sedang berada di daerah Imam Bonjol, anak korban

dijemput oleh keluarganya kemudian anak korban menceritakan peristiwa
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tersebut kepada keluarganya. Kemudian orang tua anak korban melaporkan

peristiwa tersebut kepada polisi. Selanjutnya terhadap anak korban diambil
visum dan berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : VER/422/V/2015/
RUMKIT tanggal 13 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mursof
Saladin Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan
kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban perempuan berusia
empat belas tahun ini, terdapat luka robek pada selaput dara pada angka empat
dan enam sampai ke dasar berwarna kemerahan disesuaikan dengan angka

pada jarum jam.

e Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 76D jo
pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang
Perubahan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak
menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan

keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

I. Saksi Korban, tidak disumpah karena masih dibawah umur yang pada pokok
menerangkan sebagai berikut :.____

e Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil kepersidangan ini adalah_
sebagai Saksi korban dalam perkara pencabulan anak dibawah umur:

* Bahwa setahu Saksi pelakunya adalah Terdakwa (Anak);

e Bahwa terjadinya_perkara pencabulan anak dibawah umur tersebut adalah_
pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat
dirumah Terdakwa (Anak) yang beralamat di Kota Padang;

e Bahwa cara Saksi dicabuli oleh Terdakwa (Anak) tersebut dengan cara
adalah Terdakwa (Anak) membuka celana Saksi, lalu Terdakwa (Anak)
memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi;

e Bahwa Saksi dicabuli oleh Terdakwa (Anak) tersebut adalah 3 (tiga) kali,
yang pertama pukul 24.00 WIB, yang kedua pukul 02.00 WIB dan yang
ketiga pagi bertempat dirumah Terdakwa (Anak) yang beralamat di Kota

Padang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Direktori'Putusan’ Mahkamah /Agung-Republik'Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
e Bahwa sebelum Saksi dicabuli oleh Terdakwa (Anak), Terdakwa (Anak)

tidak ada mengancam Saksi;

e Bahwa pada saat Saksi dicabuli oleh Terdakwa (Anak) tersebut, Saksi tidak
tahu kemaluan Saksi berdarah atau tidak, tetapi yang Saksi rasakan adalah
pedih;

e Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Anak) tersebut adalah di Tanjuang
Pasa Usang pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 18.00 WIB
dan hubungan Saksi dengan Terdakwa (Anak) adalah pacaran;

e Bahwa Saksi berjanji dengan Terdakwa (Anak) tersebut adalah di Simpang
Tabing;

e Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Anak tersebut, Saksi dibawa naik
mobilnya lalu dibawa kerumahnya serta tidur disana;

e Bahwa Saksi tidur dirumah Terdakwa (Anak) pada saat itu adalah bersama
dengan Terdakwa (Anak);

e Bahwa Saksi sekolah di Sekolah Dasar kelas 5;

e Bahwa pada saat Saksi datang kerumah dirumah Terdakwa (Anak)
tersebut, yang ada dirumah tersebut adalah ada ibu Terdakwa (Anak);

¢ Bahwa pada saat Saksi tidur dengan Terdakwa (Anak), ibu dari Terdakwa
(Anak) tidak tahu;

e Bahwa sebelum ini Saksi tidak pernah melakukan hubungan suami istri
dengan orang lain;

e Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertumnya yang dibuat oleh
dr.Mursof Saladin,Sp.OG,dokterpada Rumah Sakit Bhayangkara Padang
tersebut;

e Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan ini;

2.Saksi SALMA Pgl SALMA, dibawah disumpah yang pada pokok menerangkan

sebagai berikut:
e Bahwa Saksi tahu apa sebabnya Saksi dipanggil kepersidangan ini adalah
sebagai Saksi dalam perkara pencabulan anak dibawah umur:
e Bahwa setahu Saksi pelakunya adalah Terdakwa (Anak);
e Bahwa setahu Saksi yang menjadi korbannya adalah saksi korban (anak
kandung Saksi);

e Bahwa terjadinya perkara pencabulan anak dibawah umur tersebut adalah
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e pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat

dirumah Terdakwa (Anak) yang beralamat di Kota Padang;

e Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi korban (anak kandung Saksi) telah
dicabuli oleh Terdakwa (Anak) adalah dari saksi korban (anak kandung
Saksi) yang langsung mengatakan kepada Saksi, karena saksi korban (anak
kandung Saksi) sudah 1 (satu) hari tidak pulang kerumah;

¢ Bahwa setahu Saksi, saksi korban (anak kandung Saksi)  dicabuli oleh
Terdakwa (Anak) tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pukul
24.00 WIB, yang kedua pukul 02.00 WIB dan yang ketiga pagi bertempat
dirumah Terdakwa (Anak) yang beralamat di Kota Padang;

¢ Bahwa anak Saksi sekolah di Sekolah Dasar kelas 5;

¢ Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi adalah Saksi;

e Bahwa saksi korban (anak kandung Saksi baru sekali ini pergi dari rumabh;

* Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum atas nama Saksi Korban
(anak kandung Saksi) yang dibuat oleh dr.Mursof Saladin,Sp.OG,dokter
pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang tersebut;

¢ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan ini;

3.Saksi_ SRl WAHYUNI Pgl YUNI, dibawah disumpah yang pada pokok

menerangkan sebagai berikut :___

e Bahwa Saksi tahu apa sebabnya Saksi dipanggil kepersidangan ini adalah
sebagai Saksi dalam perkara pencabulan anak dibawah umur:

e Bahwa setahu Saksi pelakunya adalah Terdakwa (Anak);

e Bahwa setahu Saksi yang menjadi korbannya adalah saksi korban (adik
kandung Saksi);

e Bahwa terjadinya perkara pencabulan anak dibawah umur tersebut adalah_

pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat

dirumah Terdakwa (Anak) yang beralamat di Kota Padang;

e Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi korban (adik kandung Saksi) telah
dicabuli oleh Terdakwa (Anak) adalah dari ibu kandung Saksi yang
langsung mengatakan kepada Saksi, karena saksi korban (adik kandung
Saksi) sudah 1 (satu) hari tidak pulang kerumah;

e Bahwa setahu Saksi, saksi korban (adik kandung Saksi) dicabuli oleh

Terdakwa (Anak) tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pukul
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24.00 WIB, yang kedua pukul 02.00 WIB dan yang ketiga pagi bertempat

dirumah Terdakwa (Anak) yang beralamat di Kota Padang;

e Bahwa adik Saksi sekolah di Sekolah Dasar kelas 5;

e Bahwayang melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi adalah ibu Saksi;

e Bahwa saksi korban (adik kandung Saksi) baru sekali ini pergi dari rumah;

e Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum atas nama saksi korban
(adik kandung Saksi) yang dibuat oleh dr.Mursof Saladin,Sp. OG, dokter
pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang tersebut;

e Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Anak
memberikan pendapat semua keterangan Saksi-saksi tersebut benar;
Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberi keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:_

e Bahwa Anak telah melakukan pencabulan anak dibawah umur tersebut
adalah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB
bertempat dirumah Terdakwa (Anak) yang beralamat di Kota Padang;

e Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi korban;

e Bahwa setahu Anak usia korban (saksi korban) tersebut adalah 14 (empat
belas ) tahun;

e Bahwa setahu Anak, korban (saksi korban) tersebut sekolah di Sekolah
Dasar kelas 5;

e Bahwa Anak belum pantas untuk melakukan hubungan suami istri tersebut;

e Bahwa cara Anak mencabuli korban (saksi korban) tersebut dengan cara
adalah Anak membuka celana korban (saksi korban) tersebut, lalu Anak
masukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan korban (saksi korban);

e Bahwa saksi korban, Anak cabuli sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pukul
24.00 WIB, yang kedua pukul 02.00 WIB dan yang ketiga pagi, semuanya
bertempat dirumah Saya yang beralamat di Kota Padang;

e Bahwa pada saat Anak membuka celana korban, Korban pada saat itu diam
saja;

e Bahwa pada saat Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan
korban pada malam itu berdarah atau tidak Anak tidak nampak karena

malam;
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e Bahwa sebelum ini Anak pernah melakukan hubungan suami istri dengan

wanita lain adalah dengan pelacur (lonte);

e Bahwa Anak lakukan itu karena pengaruh meminum alkohol;

e Bahwa Anak menyesal atas kejadian tersebut;

e Bahwa Anak membenarkan Visum Et Repertum atas nama saksi korban
yang dibuat oleh dr.Mursof Saladin,Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit
Bhayangkara Padang tersebut;

e Bahwa Anaki membenarkan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua
dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
e Bahwa Ibu Anak tidak tahu pada malam itu Anak tidur 1 (satu) kamar
berdua dengan korban ;
e Bahwa pekerjaan Anak sehari-hari adalah sebagai knek bis kota;
e Bahwa Anak tinggal dirumah orang tuanya;
e Bahwa Anak pernah tidak pulang kerumabh;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

* 1 helai celana jeans panjang warna merah Hermes;

1 helai baju kaos warna hijau tidak ada merek bertuliskan di punggung PB

Sari Mulya;

e 1 buah Bra (BH) warna ping tidak ada merek;

* 1 helai celana dasar kain ukuran tiga perempat (hingga lutut) warna hitam
merek Hengseng;

e 1 helai karpet berbulu warna abu abu dengan lebar 1 meter dan panjang

lebih kurang 2 meter;

1 helai kain sarung motif petak petak warna hijau abu abu dan hitam.
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

e Bahwa Anak telah melakukan pencabulan anak dibawah umur tersebut
adalah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB
bertempat dirumah Terdakwa (Anak) yang beralamat di Kota Padang;

¢ Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi korban;

e Bahwa setahu Anak usia korban tersebut adalah 14 (empat belas ) tahun;

e Bahwa setahu Anak, korban tersebut sekolah di Sekolah Dasar kelas 5;
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e Bahwa Anak belum pantas untuk melakukan hubungan suami istri tersebut;

e Bahwa cara Anak mencabuli korban tersebut dengan cara adalah Anak
membuka celana korban tersebut, lalu Anak masukkan kemaluan Anak
kedalam kemaluan korban ;

e Bahwa saksi korban, Anak cabuli sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama
pukul 24.00 WIB, yang kedua pukul 02.00 WIB dan yang ketiga pagi,
semuanya bertempat dirumah Saya yang beralamat di Kota Padang;

e Bahwa pada saat Anak membuka celana korban, Korban pada saat itu
diam saja;

e Bahwa pada saat Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan
korban pada malam itu berdarah atau tidak Anak tidak nampak karena
malam;

e Bahwa sebelum ini Anak pernah melakukan hubungan suami istri dengan
wanita lain adalah dengan pelacur (lonte);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah
berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan Alternative, maka Hakim akan menguraikan dakwaan yang dianggap
terbukti yakni Dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang
Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau
Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang
Lain;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Pengertian Setiap orang yaitu orang perorangan atau badan hukum
sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Anak yang
identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama
persidangan berlangsung Anak dengan bebas memberikan keterangan, sedang
tidak terganggu ingatan/ jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun
alasan pembenar atas kesalahan Anak, maka terhadap Anak dapat diminta

pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terbukti;
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Ad. 2.Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan

Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang
Lain;

Bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja” menurut Memorie van Toelichting
(MvT) adalah menghendaki atau mengetahui terjadinya perbuatan beserta
akibatnya. Sedangkan unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan,
Atau Membujuk bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur telah terbukti
maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur yang akan kami
buktikan adalah unsur “membujuk”.Selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 1
bahwa yang dimaksud dengan “Anak (anak korban)” adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Jika dihubungkan dengan kasus ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama
lainnya, awalnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib,
anak korban telah dihubungi oleh Anak dan menyuruh anak korban menunggu
dirinya di Simpang Tabing. Bahwa sebelumnya anak korban telah menjalin
hubungan pacaran dengan Anak . Selajutnya anak korban menunggu Anak di
Simpang Tabing, beberapa saat kemudian datang Anak dan mengajak anak
korban naik ke atas bus kota tempat Anak bekerja sebagai kenek. Anak
membawa anak korban hingga magrib kemudian Anak membawa anak korban
ke rumahnya di Kota Padang. Di rumah Anak , anak korban dikenalkan kepada
kedua orang tua Anak. Selanjutnya pada malam itu anak korban menginap di
rumah Anak . Sewaktu anak korban sedang tidur sekira pukul 02.00 wib, tanpa
sepengetahuan kedua orang tua dan kakaknya, Anak masuk ke dalam kamar
dimana anak korban tidur. Pada waktu itu anak korban terbangun dan menyuruh
Anak keluar. Namun Anak tidak mau melainkan langsung mencium pipi dan bibir
anak korban . Sambil berkata bahwa dirinya mencintai anak korban dan akan
bertanggungjawab atas perbuatannya kepada anak korban . Kemudian Anak
meraba payudara anak korban dan membuka pakaian dan celana yang dikenakan
anak korban . Setelah anak korban dalam keadaan tidak menggunakan busana,
Anak melepaskan celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat
kelamin anak korban . Sehingga anak korban merasa kesakitan namun Anak
malah menggoyang goyangkan kemaluannya tersebut dan sewaktiu Anak hendak
mengeluarkan sperma, Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak

korban dan menumpahkan spermanya ke atas karpet. Bahwa malam itu,
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perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak kepada anak korban sebanyak 3 kali dan
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keesokan harinya Anak membawa anak korban di daerah Imam Bonjol. Sewaktu
sedang berada di daerah Imam Bonjol, anak korban dijemput oleh keluarganya
kemudian anak korban menceritakan peristiwa tersebut kepada keluarganya.
Kemudian orang tua anak korban melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi.
Selanjutnya terhadap anak korban diambil visum dan berdasarkan hasil visum et
repertum Nomor : VER/422/V/2015/RUMKIT tanggal 13 Mei 2015, yang dibuat dan
ditandatangani oleh Dr. Mursof Saladin Sp.OG dokter pada Rumah Sakit
Bhayangkara Padang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan
korban perempuan berusia empat belas tahun ini, terdapat luka robek pada selaput
dara pada angka empat dan enam sampai ke dasar berwarna kemerahan
disesuaikan dengan angka pada jarum jam. Bahwa berdasarkan AKTA
KELAHIRAN yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL Nomor : 1305025011010003, saksi korban lahir pada tanggal
10 November 2001. Dengan demikian pada waktu peristiwa tersebut terjadi, anak
korban masih berusia 14 tahun dan termasuk dalam klasifikasi anak dalam
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2)
Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal
yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka
harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwan mengenai barang bukti, Hakim sependapat dengan

Penuntut Umum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;
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Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

e Perbuatan Anak merusak masa depan korban yang masih anak-anak;

Keadaan yang meringankan:

¢ Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
e Anak masih muda dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri;
¢ Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan
meringankan yang di atas, dihubungkan dengan laporan Hasil Penelitian
Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Padang yang menyarankan Anak diputus
Pidana Penjara sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, hal bertujuan:

e Agar Klien mendapat pembinaan Kepribadian dan kemandirian untuk bekal
klien dimasa yang akan datang;
e Agar klien mendapat pengawasan yang lebih ketat sehingga tidak berbuat
tindak pidana yang lebih jauh lagi dimasa yang akan datang;
Menimbang, bahwa sejak 31 Juli 2014 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah berlaku, Anak tidak
diperlakukan sebagaimana ketentuan peralihan Undang-Undang Sistem Peradilan
Pidana Anak;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua Anak yang masih
mampu untuk membimbing dan mendidik Anak dimasa yang akan datang;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak yang lamanya
sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;
Mengingat Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014
tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak serta peraturan lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:
1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau

membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”
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sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu

melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun
2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda
sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan
pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

e 1 helai celana jeans panjang warna merah Hermes;
¢ 1 helai baju kaos warna hijau tidak ada merek bertuliskan di punggung PB
Sari Mulya;
e 1 buah Bra (BH) warna ping tidak ada merek;
Dikembalikan kepada anak korban ;
e 1 helai celana dasar kain ukuran tiga perempat (hingga lutut) warna
hitam merek Hengseng;
e 1 helai karpet berbulu warna abu abu dengan lebar 1 meter dan panjang
lebih kurang 2 meter;
¢ 1 helai kain sarung motif petak petak warna hijau abu abu dan hitam;

Dikembalikan kepada Anak ;

6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.000,00- (dua ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015, oleh Irwan
Muniri, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padang dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu
oleh Musinah S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta

dihadiri oleh Y. Ernawati.N,, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat

Hukumnya;

Panitera Pengganti, Hakim,
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Musinah, S.H. Irwan Muniri, S.H., M.H
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